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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan
Agama Pamekasan tentang harta bersama oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya”.
Penelitian ini ditujukan untuk menjawab tiga masalah, yaitu apa dasar hukum hakim
Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam
memutuskan perkara gugatan pembagian harta bersama dalam perkara Nomor
139/Pdt.G/2008/PA.Pmk. dan Perkara Nomor 347/Pdt.G/2008/PTA. Sby.?, Mengapa
putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk. dibatalkan
oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ?, Bagaimana Analisis Hukum Islam
terhadap pembatalan tersebut ?

Data penelitian dihimpun dari dokumen berkas perkara yang berkaitan dengan
kasus tersebut. Walaupun merupakan penelitian dokumenter, wawancara dengan
hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya juga dilakukan, guna memperdalam pemahaman terhadap isi putusan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan
secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta atau data yang bersangkutan
dengan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Pamekasan dan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selanjutnya hasil penelitian dianalis dengan
perspektif teori hukum positif dan Hukum Islam.

Hasil penelitian yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Pamekasan dan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ditemukan bahwa majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Pamekasan dalam membuat
keputusan sangat tergantung pada hasil pembuktian. Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Pamekasan disebabkan, saksi
yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan adalah saudara kandung atau
sedarah. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan bertentangan
dengan undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 145 HIR. Schingga terdapat
kecacatan dalam proses persidangan karena bertentangan dengan hukum acara yang
berlaku di Pengadilan Agama. Pembatalan putusan Pengadilan Agama Pamekasan
oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut jika ditinjau dari hukum acara
peradilan Islam disimpulkan kurang tepat karena persaksian seorang saudara sedarah
atau keluarga dalam Hukum Islam itu diperbolehkan.

Melihat perkara dalam permasalahan ini, diharapkan agar para hakim lebih
teliti, adil, arif, dan bijaksana dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan
perkara, sehingga menghasilkan putusan yang baik dan permasalahan bisa selesai
dengan baik.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk yang paling dimuliakan dan diutamakan oleh Allah
SWT dibandingkan dengan mahluk lainnya. Allah SWT tidak menjadikan
manusia seperti mahluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan
berhubungan antara jantan dan betina secara anarkis atau tidak ada aturan. Allah
SWT mengadakan hukum sesuai demgan martabat tersebut untuk menjaga
kehormatan dan martabat manusia sehingga pekawinan antara laki-laki dan
perempuan berdasarkan saling ridha-meridhai dan juga dihadiri para saksi yang
menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling
terikat dalam sebuah institusi perkawinan.!

Perkawinan sebagai sarana untuk menjaga kesucian dan membentengi diri
dari perbuatan yang diharamkan, serta menjanjikan kekayaan dan kelapangan

rezeki bagi orang-orang yang ingin menjaga diri dari perbuatan haram.

! Slamet Abidin dan Aminuddin, Figih Munakahat 2, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10



Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 32:

JG

o S g TR IAK of Wl Fote o bambially 5Ky 24T 1,,&,1,

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membzyang diantara kamu,
dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba
sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. jika mereka miskin, Allah
akan memberi kemampuan kepada mercka dengan kamma—Nya dan
Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui’

Sebuah ikatan perkawinan yang dilandasi dengan cinta kasih untuk dapat
saling menyanyangi merupakan gambaran bahwa perkawinan itu sangat indah.
Schingga Allah SWT menggambarkan perkawinan itu atau perjanjian antara
suami-isteri ini dengan kalimat misagan goliza yang mengandung arti
“perjanjian yang kokoh”.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. an-Nisa ayat 21:

ol Gl s 3y i ) s 1558 365 4, b i
=0 Bos o e TZodsly yans ) pEmany (bl U35 04

Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu Telah
bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri). Dan mereka (isteri-
isterimu) Telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan)

dari kamu?

Z Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002),
355

3 Ibid, 82



Begitu kuat dan kokohnya hubungan antara suami isteri, maka tidak
sepantasnya apabila hubungan tersebut dirusak dan disepelekan. Setiap usaha
untuk menyepelekan hubungan pernikahan dan melemahkannya sangat dibenci
oleh Islam, karena ia merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan antara
suami dan isteri.*

Hubungan pernikahan yang tidak dapat lagi dipertahankan, dan kalau
dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan. Islam
membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Kendatipun perceraian adalah
sesuatu yang dibolehkan akan tetapi Allah SWT sangat membenci perceraian.

Perceraian bukanlah jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah, justru
akan menambah persoalan baru yakni perebutan kuasa atas anak, serta
pembagian harta bersama (gono-gini). Betapa tidak, baik dari pihak suami
maupun pihak isteri mempertahankan keegoisannya masing-masing,

Belakangan ini makin banyak pasangan suami-isteri yang menempubh jalan
sendiri dengan kata lain mereka memilih untuk bercerai, ketika apa yang tidak
diharapkan tidak terlaksana. Mereka menganggap perceraian adalah penyelesaian
terbaik dari ketidakharmonisan mahligai rumah tangga mereka.

Sebelumnya dijelaskan bahwa permasalahan yang sering muncul setelah
terjadi perceraian salah satunya tentang pembagian harta bersama. Dalam

pembagian harta bersama setelah terpustusnya hubungan suami isteri karena

* Aminuddin, Figih Munakahat 2, 9-10.



perceraian  pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang
berbunyi “Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur
menurut hukumnya masing-masing’.> Hukum masing-masing maksudnya adalah
mencakup hukum adat, agama dan sebagainya. Sedangkan bagi Umat Islam
sendiri ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI (Kompilasi
Hukum Islam).

Harta bersama adalah sesuai dengan bunyi Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Harta bersama adalah harta yang
diperoleh suami istri selama ikatan perkawinan.®

Namun tidak berarti dalam perkawinan yang dilalui hanya terdapat harta
bersama, sebab berdasarkan Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan
bahwa;

“Adanya harta bersama dalam perkswinan tidak menutup kemungkinan
adanya harta milik masing-masing svami atau istri”

Sehigga dalam perkawinan dikenal tiga macam harta yaitu: harta bawaan,

harta bersama, harta perolchan.

$ Wacana Intelektual, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Undang Undang Perkawinan
Indonesia (Jakarta: 2009), 17

SArso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1975), 86

’ Wacana Intelektual, Himpunan Persturan Perundang-Undangan Undang Undang Perkawinan
Indonesia, 391



Dalam perkara sengketa harta bersama masing-masing pihak harus bisa
membuktikan, apakah harta benda tersebut termasuk harta benda bersama atau
harta benda bawaan. Adapun asas yang berlaku bahwa pihak yang mengakui
sesuatu hak sebagai dasar bantahan wajib membuktikan.

Pembuktian dalam hukum Islam, dibebankan kepada penggugat.
Sebagaimana riwayat Al-Baihaqi dari hadits Ibnu Abbas yang berbunyi:

G 5 et ol s 0 gl 5 et Joo B0 08 it g 5 1 0
ks oy KT 15 oo

Artinya: “Bukti itu wajib atas penggugat dan Sumfab itu wajib bagi orang yang
digugat (mengingkari gugatan).

Dalam penelitian ini akan diangkat suatu perkara tentang harta bersama
yang ada di Pengadilan Agama Pamekasan. Gugatan harta bersama tersebut
diajukan setelah kedua belah pihak bercerai. Dalam pokok perkara penggugat
menuntut tergugat untuk membagi harta bersama karena selama pasca perceraian
seluruh harta bersama dikuasai oleh tergugat. Pihak yang menjadi penggugat
dalam perkara ini adalah pihak suami dan isteri menjadi pihak yang tergugat.

Proses persidangan perkara di pengadilan tingkat pertama yaitu di
Pengadilan Agama Pamekasan, hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam
hal pembagian harta yang dinyatakan penggugat sebagai harta bersama yang

terdiri dari tiga macam harta bersama.

8 As shon'any, Subulus Salam, Juz IV(Kairo: Mugtafa al- baby al- halaby, 1960, Cet, IV, 132



Tergugat merasa tidak puas dengan keputusan hakim Pengadilan Agama
Pamekasan dan mengajukan banding ke pengadilan tingkat banding yaitu ke
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun yang menjadi alasan tergugat
dalam mengajukan banding adalah saksi yang diajukan penggugat keduanya
merupakan saudara kandung dari penggugat.

Berita Acara Sidang dari perkara tersebut memang benar demikian bahwa
kedua saksi yang diajukan oleh penggugat adalah saudara kandung penggugat.
Sesuai dengan Berita acara sidang penggugat juga tidak memiliki alat bukti yang
lain selain dua saksi tersebut.

Fakta hukum tersebut yang menjadi dasar majelis hakim tingkat banding
mengabulkan gugatan banding tergugat dan membatalkan seluruh képutusan
pengadilan tingkat pertama dalam konpensi. Karena berdasarkan ketentuan Pasal
145 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement), bahwa persaksian saudara
sedarah tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi dan semua keterangannya
harus dikesampingkan.

Perbedaan pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan dengan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam menilai layaknya
scorang saudara sedarah atau keluarga sedarah menjadi seorang saksi menjadi
pokok permasalahan dalam penelitian ini. Hanya disebabkan oleh kecacatan
formil pada syarat saksi suatu putusan dapat dibatalkan. Permasalah ini menarik

untuk dikaji dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam. Putusan Majelis



hakim yang mana yang lebih berkesesuaian dengan hukum positif dan hukum

Islam. Sehingga, Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara-perkara di

pengadilan tidak mengesampingkan aspek hukum Islam itu sendiri.

. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas. Pokok-pokok

permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1.

Apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara gugatan pembagian
harta bersama dalam perkara Nomor 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk. dan Perkara

Nomor 347/Pdt.G/2008/PTA. Sby. ?

2. Mengapa  putusan Pengadilan Agama  Pamekasan  Nomor:
139/Pdt.G/2008/PA.Pmk. dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya ?

3. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap pembatalan tersebut ?

. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah pada dasarnya adalah untuk

mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang

pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada

pengulangan materi penelitian secara mutlak.



Masalah harta bersama sebenamya sudah banyak yang membahas,

terutama para ahli hukum dalam beragam bukunya. Setelah menelusuri melalui

kajian pustaka, adapun beberapa karya tulis yang membahas tentang harta

bersama akan di uraikan sebagai berikut:

1

2)

3)

Mohammad Idris Ramulyo, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam Suatu
Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam menuliskan tentang macam-macam harta yang dikenal dalam lembaga
hukum seperti hukum adat, kitab undang-undang hukum perdata (BW),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan menurut hukum Islam.

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Islam
di Indonesia” dalam buku ini dijelaskan bahwa dalam kitab-kitab fiqih tidak
dikenal adanya pembauran harta suami isteri setelah berlangsungnya
perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan isteri memiliki hartanya
sendiri. Suami memberi sebagian hartanya itu kepada isterinya atas nama
sebagai nafagah, yang untuk selanjutnya digunakan isteri bagi keperluan
rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk
syirkah, yang itu dilakukan dalam suatu akad khusus untuk syirkah. Tanpa
akad tersebut harta tetap terpisah.

Happy Susanto dalam bukunya yang berjudul “Pembagian Harta Gono-Gini
Saat Tepjadi Perceraian” buku ini membahas secara mendalam tentang

hukum harta gono-gini, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.



4)

5)

6)

Buku ini juga membahas mengenai perjanjian perkawinan.

A. Damanhuri HR, dalam bukunya yang berjudul “Segi-Segi Hukum
Pepjanjian Perkawinan Harta Bersama”,. Dalam buku ini dijelaskan
pandangan para tokoh dan ulama mazhab terhadap persepsi eksistensi harta
bersama dan dari segi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, serta
dijelaskan juga keadaan rumah tangga bagi suami-isteri yang sebelumnya
telah melakukan perjanjian perkawinan baik dalam teori maupun praktek.
Skripsi yang ditulis Syahriah Agustiningrum yang membandingkan putusan
Pengadilan Agama Jombang dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dalam pembagian harta bersama. Skripsi ini mencoba menganilisis
perbedaan putusan Pengadilan Agama Jombang dengan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya dalam Perkara gugatan pembagian harta bersama. Bahwa
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tidak mempunyai hak untuk perkara
tersebut, karena bukan harta bersama, tapi sengketa hak milik dan yang

berwenang adalah Pengadilan Negeri.

'Slcripsi Achmad Ramadhan yang berjudul “Telaah terhadap putusan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.140/Pdt.G/PTA.Sby atas pembatalan
putusan Pengadilan Agama Bangil No.347/Pdt.G/2007/PA.Bgl Tentang
Sengketa harta bersama”. Skripsi ini membahas tentang semgketa harta
bersama yang dimana obyek sengketanya dijual oleh isteri dan ayahnya isteri

dalam skripsinya penulis mencoba menganalisa dasar hukum atau keputusan



7

10

hakim dengan hukum positif (Kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang
No.1 Tahun 1974).

Skripsi Juwariyah yang berjudul “Analisis Hukum Islam tethadap pembatalan
Putusan Pengadilan Agama Surabaya oleh Pengadilan Tinggi Agama Nomor
perkara: 197/Pdt.G/2007/PTA.Sby Tentang Harta Bersama. Dalam skripsinya
penulis menganalisis dasar hukum yang dipakai oleh Pengadilan Tinggi
Agama tentang pembagian harta bersama. Dimana obyek sengketanya
tentang penentuan obyek yang menjadi harta bersama disebabkan pada
tingkat Pertama ditolak karena menurut hakim pada tingkat pertama obyek
sengketa merupakan hibah sedangkan pada tingkat banding dikabulkan
dengan dasar hakim dalam memutus karena obyek sengketa dibeli sewaktu
dalam masa ikatan perkawinan. Sedangkan Terbanding tidak bisa
membuktikan kalau harta bersama tersebut merupakan hibah dari orang

tuanya.

Perbedaan mendasar penilitian ini dengan beberapa karya tulis sebelumnya

adalah sebagai berikut:

1.

2.

I;enelitian sebelumnya dalam mengkaji harta bersama pada umumnya
menjadikan permasalahan harta bersama sccara menyeluruh baik dari segi
hukum positif maupun hukum Islam.

Dalam penelitian ini proses penyelesaian sengketa harta bersama yang terjadi

di Pengadilan Agama Pamekasan No. 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk yang
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dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.
347/Pdt.G/2008/PTA.Sby discbabkan saksi-saksi yang diajukan oleh
penggugat pada proses pembuktian tidak memenuhi unsur formil Hukum
Acara Perdata dikarenakan merupakan Saudara sedarah schingga menurut
Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menyimpulkan bahwa
putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang menerima
persaksian saudara kandung bertentangan dengan undang-undang. Dalam
penelitian tentang harta bersama sebelumnya, belum ada yang menjadikan
permasalahan semacam ini sebagai substansi dari penelitian meskipun model
penclitiannya sama-sama menganalisa tentang pembatalan putusan tentang
harta bersama.
3. Lokasi dan obyek penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian
sebelumnya.
Dengan demikian meskipun telah ada kajian tentang pembagian harta
bersama sebelumnya, namun fokus kajian dalam penelitian ini jelas berbeda

dan kemungkinan adanya pengulangan atau duplikasi tidak akan terjadi.

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dirumuskan
sebagai berikut:
1. Mendeskripsikan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama

Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan
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perkara Nomor : 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk. dan Nomor:
347/Pdt.G/2008/PTA.Sby. tentang gugatan pembagian harta bersama.

2. Mengetahui alasan mengapa terjadi perbedaan dalam putusan antara
Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
dalam sengketa harta bersama tersebut.

3. Menganalisis pembatalan putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya berdasarkan Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian
Dari permasalahan diatas, penelitian ini diaharapkan dapat memberikan
nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis sendiri maupun pembaca dan dapat
dikategorikan kepada dua aspek yaitu:
1. Aspek teoritis

Penelitian ini dimaksudkan agar bermanfaat bagi pengembangan
penegetahuan dan keilmuan mengenai aspek-aspek hukum dari masalah harta
bersama dalam perkawinan ditinjau dari Hukum Islam dan juga Hukum
Positif.

Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi para akademisi dan
masyarakat umum yang ingin mempelajari sekaligus mengetahui lebih dalam
mengenai hukum perkawinan Islam, yang diatur di dalam ajaran-ajaran Islam
itu sendiri, seperti yang diketahui, bukan hanya mengatur urusan akhirat saja

tapi juga mengatur mengenai keduniawaan.
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2. Aspek praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk
pertimbangan masyrakat dan peneliti selanjutnya khususnya dalam penelitian

tentang harta bersama.

F. Definisi Operasional
Untuk memudahkan pemahaman serta menghindari kesalahpahaman dalam
memahami judul penelitian ini maka kami memberikan definisi operasional
sebagai berikut:

Harta bersama : Harta benda yang diperoleh sesudah mereka berada dalam
hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha
salah seorang dari mereka atau disebut harta pencaharian
(Kompilasi Hukum Islam).’

Pembatalan Putusan: Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan
Pengadilan  Tinggi Agama  Surabaya  Nomor:
347/Pdt.G/2008/PTA.Sby yang membatalkan putusan
Pengadilan Agama Pamekasan Nomor:
139/Pdt.G/2008/PA Pmk.

G. Metode Peneltian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena sumber penelitiannya

bukan termasuk kedalam kategori alat-alat prosedur statistik atau alat

% Sayuti Thalib, Hukum Kekelvargaan Indonesis, (Jakarta: UI-Press, Cet. V, 1986), 90



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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1) Berkas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
347/Pdt.G/2008/PTA.Sby.
2) Berkas putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor:
139/Pdt.G/2008/PA.Pmk.
b. Sumber data sekunder
1) Hukum Acara Perdata di Indonesia, oleh Sudikno Mertokusumo
2) Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,
oleh Abdul Manan.
3) Peradilan dan Hukum Acara Islam, M. Hasbi ash- Shiddiegqi.
4) Al-Figh Al-Islamiy wa Adillatuhu, oleh Wahbah Az-Zuhaili.
5) Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Tonu Rusyd.
6) Praktck perkara perdata pada Pengadilan Agama, oleh A.Mukti Arto.
7) Hukum Acara Peradilan Agama. Oleh Raihan A. Rosyid.
8) Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di bzdoﬁesia, oleh Sulaikin
Lubis.
9) Peradilan dalam Islam, oleh Muhammad Salam Madzkur.
3. Teknik pengumpulan data
Teknik yang digunakan dalam penggalian pada penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Studi dokumenter

Dalam penggalian data studi dokumenter data yang dikumpulkan
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berupa dokumen resmi seperti putusan dan berita acara perkara, buku-
buku sekunder, Undang-undang yang berkaitan dengan pendapat hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tentang perkara gugatan harta
bersama dalam perkara Nomor: 347/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Dan kemudian
data tersebut ditelaah dan dianalisis.
b. Teknik Wawancara
Teknik Wawancara dalam penelitian bertujuan memperdalam
pemahaman terhadap putusan. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab
langsung kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan
Majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang menangani perkara
sengketa harta bersama ini.
4. Teknik analisis data
Teknik analisis data dalam penelitian ini tentunya diarahkan untuk
menjawab rumusan masalah karena penelitian ini bersifat penelitian
kualitatif.'"" Analisis data sendiri merupakan proses mencari dan menyusun
secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
dan dokumentasi.'?
Setelah keseluruhan data dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan

lapangan dan dokumentasi tersebut dikategorikan serta dijabarkan ke dalam

" Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif; (Bandung: Alfabeta, Cet. 4, 2008), 88
12 5
Ibid, 89
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unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat
kesimpulan sehigga mudah dipahami dan dapat diceritakan kepada orang
lain.

Dalam melakukan analisa, metode yang digunakan adalah metode
deskriptif analisis, yaitu menggambarkannya secara sistematis, faktual dan
akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang
diselidiki dalam perkara tersebut.”’ Kemudian dianalisis dengan teori dan
dasar hukum yang terkait hasil penelitian tersebut.

Hasil penelitian dokumen berupa Putusan akan dianalisis dengan
Metode Content Analysis. Adapun arti Content analysis menurut Fred N.
Kerlinger seperti yang dikutip oleh Jhonny Ibrahim adalah “ Content analysis
Is a method of studying and analyzing communication in a systemic,
objective and quantitative manner to measure variable”. Sedangkan Lincoln
dan Guba menguraikan confent analysis dari pemikiran Rosengeren: “ In
general, content analysis applies empirical and statistical method of textual
material'* Berdasarkan definisi content analysis diatas dapat disimpulkan
bahwa metode content analysis adalah metode menyajikan data berupa fakta

dan statistik dari sumber data teks.

* Moh. Nezir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. 6, 2005), 54

" Jhonny Ibrahim, Teors dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif; (Malang: Bayumedia
Publishing, Cet. 3, 2007), 272-273
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H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, yang rinciannya
sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu gambaran umum yang memuat pola dasar bagi
kerangka pembahasan skripsi yang di dalamnya terdiri atas; latar belakang
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika
pembahasan.

Bab dua, landasan teori yang terdiri dari tiga sub pokok bahasan. Sub
pokok tersebut adalah: Landasan Teori Pembuktian, Tinjauan umum Tentang
Pembatalan Putusan, Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama.
Dalam bagian Landasan Teori Pembuktian dibagi dalam lima sub-sub yaitu
pengertian pembuktian, dasar hukum pembuktian, beban pembuktian, alat-alat
bukti dan kekuatan pembuktiannya, penilaian pembuktian.

Sub bab Tinjauan Umum Pembatalan Putusan dibagi kedalam dua sub bab
yaitu: Pengertian Pembatalan, sebab-sebab Putusan hakim dibatalkan menurut
ulama. Sub bab Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama dibagi
kedalam tiga sub bab yaitu: Upaya Hukum Biasa, Upaya Hukum Luar Biasa,
Upaya Hukum Banding menurut Peradilan Islam.

Bab tiga, merupakan hasil penelitian yang meliputi kompetensi Pengadilan

Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Sub bab kedua
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yang memuat deskripsi kasus Tentang Sengketa Harta Bersama di Pengadilan
Agama Pamekasan Perkara Nomor: 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk. Sedangkan Sub
bab ketiga yaitu memuat Deskripsi Kasus Tentang Sengketa Harta Bersama di
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Perkara Nomor: 347/Pdt.G/2008/PTA. Sby.

Bab empat, merupakan analisis terhadap hasil penelitian berupa data yang
diperoleh dari berkas perkara dan hasil wawancara, dianalisis dengan literatur
yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Sehingga dapat
diambil sebuah kesimpulan tentang analisis dasar hukum yang digunakan oleh
Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun sub-bab dalam bab ini
terdiri dari dua sub pokok bahasan yaitu: Analisis terhadap putusan dan
Pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
347/Pdt.G/2008/PTA.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Agama
Pamekasan Nomor: 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk Tentang sengketa harta bersama,
dan Analisis hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama
Pamekasan Nomor: 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk Oleh Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya dalam perkara Nomor: 347/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

Bab lima, kesimpulan yaitu bab terakhir yang memuat kesimpulan dan
saran dari hasil penelitian.

Pada bagian akhir skripsi ini dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan

pembahasan skripsi serta dimuat lampiran-lampiran.



BABII

PROSES PEMBUKTIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM SERTA TINJAUAN UMUM PEMBATALAN PUTUSAN

A. Pembuktian Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam
1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah segala sesuatu atau alat-alat bukti yang dapat
menampakkan kebenaran di muka sidang peradilan dalam suatu perkara yang
bersangkutan. Dalam pengertian lain pembuktian adalah upaya para pihak
yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau
kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat
bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.! Menurut R. Subekti yang
dimaksud dengan pembuktian adalah proses membuktikan dan meyakinkan
hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukan oleh para pihak dalam suatu
persengketaan di muka persidangan.?

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata al-Bayyinah,
yang artinya membuktikan. Sedangkan secara ferminologi pembuktian

berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan.?

! Abdul Manan, Penerspan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta:
Kencana, Cet. V, 2008), 227

R Subekti, Hukum Acara Perdsta, (Jakarta: Binacipta, Cet. 3, 1989), 78

% Sulaikin Lubis, et al ,Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesis, (Jakarta:
Kencana, Cet. I, 2008), 140

20
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Pembuktian merupakan fase pemeriksaan perkara di pengadilan yang
sangat penting dari keseluruhan proses pemeriksaan di muka hakim. Bukti
memiliki urgensi bagi para pihak yang bersengketa yaitu untuk memperkuat
dalil-dalil gugatannya serta dalil-dalil bantahannya sedangkan bagi hakim‘
bukti akan dipergunakan sebagai bahan analisis untuk mengetahui peristiwa
hukumnya atau faktanya sebab kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh
dengan pembuktian.*

Dari pengertian pembuktikan di atas dapat diambil suatu pengertian
bahwa yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah mengenai suatu
peristiwa atau hubungan hukumnya. Pembuktian ini bertujuan untuk
meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dali yang menjadi dasar gugatan,
atau bantahan dari pihak lain yang berperkara di muka hakim. Atas dasar
pembuktian inilah hakim dapat menilai kebenaran hukum perkara yang
diperiksanya karena kebenaran peristiwa atau kejadian suatu perkara itu

menjadi beban para pihak.

2. Dasar Hukum Pembuktian
Dasar hukum pembuktian dalam hukum positif tercantum dalam
beberapa pasal yaitu:

a. Pasal 162-177 HIR.

* Sudikno Mertokusumo, Hukum Acars Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, Cet.I,
1988), 104
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b. Pasal 1865-1945 BW.

Bunyi beberapa pasal tersebut hakekatnya sama, yaitu barang siapa
menyatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk
menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang
itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu. Perlunya
pembuktian untuk menyelesaikan perkara di pengadilan tidak lain agar
sesecorang tidak semaunya menuduh.

Dasar hukum pembuktian dalam hukum Islam terdapat dalam Surat Al-

Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

,,,’g ”,’, Q) 28 T 7 g -2 "T’ ®. AR re R r{tr
ri.yg_.&&,b o‘,-;£=b w}}?-' J’! 9,{..\:: ('\:.._;,‘JJ L)j ‘}u‘; < y‘,,\“ L&LD._
.ﬁc - £ 2 ® ,’f a,.“,,ﬂ, P s>, £ " - i, -~ c -y -

................................... Lt e sy V3 0455 4»1@2,]3",4!5._.19

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! apabila kamu melakukan utang-
piutang untuk waktu yang ditentukan, hendsklah kamu
menuljskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis menolak untuk
menuliskannya dengan benar. Sebagaimana Allah telah mengsjarkan
kepadanys, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendakish orang
yang berhutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannys, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun
daripadanya......,°

5 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002),
49
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3. Beban Pembuktian

Setiap perkara di pengadilan setidak-tidaknya terdapat dua pihak yang
berperkara, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat
adalah pihak yang mengajukan gugatan, sedangkan pihak tergugat adalah
pihak yang mempertahankan gugatan itu.

Penggugat adalah orang yang tidak dapat dipaksa untuk meneruskan
gugatannya, apabila dia tidak mau meneruskannya sedangkan tergugat adalah
orang yang dipaksa untuk menerima gugatan.® Oleh sebab itu, membuktikan
kebenaran gugatan adalah satu hal yang sangat dipentingkan oleh pengadilan,
maka hakim harus mengetahui siapa yang wajib membuktikan kebenaran
gugatannya. Apakah sipenggugat atau si tergugat? Mengingat keduanya
mempunyai kesempatan yang sama.

Mengenai kepada siapa pembuktian itu dibebankan dalam hukum
positif hal ini diatur dalam pasal 163 HIR/183 RBg, dan pasal 1865, yang
berbunyi: Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang
mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk
menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa

itu.’

¢ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: Pustaka
Rizki Putra, Cet.1, 1997), 106

7 Mertokusumo, Hukum Acara, 110
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Pengertian pasal tersebut adalah beban pembuktian oleh hakim
diberikan kepada kedua belah pihak yaitu pihak yang mengaku bahwa dirinya
mempunyai hak dan pihak yang menyangkal adanya hak orang lain. Kalau
didasarkan pada ketentuan pasal diatas, beban pembuktian itu diberikan
kepada penggugat dan tergugat. Terutama penggugat wajib membuktikan
peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat wajib membuktikan
bantahannya®

Dalam hukum acara peradilan Islam sendiri untuk membuktikan
kebenaran gugatan adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal segala
urusan itu diambil yang lahirnya. Maka wajib atas orang yang
mengemukakan gugatannya atas sesuatu yang lahir, untuk membuktikan
kebenaran gugatannya itu. Sebagaimana kaidah kulliyah yang menyatakan
sebagai berikut:

“Dukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadsan dzohir
dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya.’®

Kaidah ini didasarkan kepada hadist nabi Muhammad SAW yang
berbunyi:

Vil 10l s 3 B 0
“Bukti itu atas si penggugat dan sumpabh itu atas si tergugat.”

& Ibid, 114
® Asymuni Abdurrahman, Qa %idah-Qa’idah Figih, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 57
" Bukhari, Shakih al- Bukhari, (Beirut : Dir al-Fikr, tt), 116
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Hadist ini sebagai dasar hukum pembebanan pembuktian, artinya
penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya itu benar, dan
sebaliknya bagi pihak yang tergugat sebelumnya menyampaikan jawaban
atas gugatannya akan dikenakan beban sumpah. Pentingnya sumpah terhadap
tergugat adalah agar jawaban-jawaban yang disampaikannya memberikan
keterangan yang senyatanya dan tidak dibuat-dibuat. "'

Dalam khazanah peradilan Islam dikenal asas: Abhsin an-nasa Ii
majlisika wa qadaika’ hakim harus membagi beban pembuktian beradasarkan
persamaan kedudukan para pihak dalam segala hal, bagi yang bersengketa
harus diperlakukan sama. Oleh karena itu, hakim harus membebani
pembutikan secara seimbang kepada para pihak yang berperkara.'? Teori ini
banyak dipergunakan oleh praktisi hukum saat ini, karena dianggap lebih

mendekati kepada prinsip keadilan dan kebenaran.

4. Alat-Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya
Alat bukti merupakan alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh
pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan
ditinjau dari segi pihak-pihak yang berperkara. Namun, jika ditinjau dari segi

pengadilan yang memeriksa perkara, alat bukti artinya alat atau upaya yang

" Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 1, 2004), 43

12 Manan, Penergpan Hukum acars234
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bisa dipergunakan oleh hakim untuk memutus perkara. Jadi alat bukti
tersebut diperlukan oleh pencari keadilan maupun pengadilan.'

Dalam hukum acara perdata dalam persidangan di pengadilan, hakim
terikat dengan alat-alat bukti yang sah, yang diatur oleh Undang-Undang.
Hal ini menunjukkan bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan
berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur oleh Undang-Undang."

Agar alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat
bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materill,
serta harus mencapai batas minimal pembuktian agar alat bukti yang sah
tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.'®

Macam-macam alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan
Pasal 1866 KUH Perdata sebagai berikut:'S
a. Alat bukti surat/tulisan

Alat bukti surat-surat atau tulisan adalah segala sesuatu yang

memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan

** Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 145

'* Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acars Perdata Indonesis, (Bandung: Alumni, 1991), 133
' Manan, Penerapan Hukum Acars, 239

' Ibid. 239
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buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai alat bukti
(pembuktian).!”

Dalam hukum positif penggunaan surat atau tulisan sebagai alat
bukti diatur secara jelas dalam Pasal 164 H.LR., Pasal 284, 293, 294
R.Bg, Pasal 1867-1880 KUHPerdata. Dalam Pasal 1869, 1874,
menentukan keharusan ditandatanganinya suatu akta sebagaimana
tersebut dalam Pasal 165 dan 167 HIR, serta Pasal 138-147 Rv.'®

Surat sebagai alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu akta
dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Sedangkan akta itu sendiri ada
dua macam, yaitu akta otentik (Pasal 1868 BW) dan akta di bawah
tangan. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna,
karena dibuat dihadapan atau pejabat yang berwenang, schingga patut
dipercayai oleh hakim. Akta dibawah tangan, kekuatan pembuktian
seperti akta otentik apabila akta tersebut kebenaraannya diakui oleh
kedua belah pihak, sedangkan surat bukan akta merupakan alat bukti
bebas, kekuatan pembuktiannya terserah kepada hakim.

Dalam praktek hukum Islam sendiri penggunanaan alat bukti

tertulis dapat dilihat dari ayat yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-

"A. Multi Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, Cet. VII, 2007), 143

" Manan, Penerapan Hukum Acara, 240
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Baqarah ayat 282 scbagaimana tercantum pada sub bahasan dasar hukum
pembuktian adapun ayat lain yaitu ayat 282 yang berbunyi :

AT RETA Zef. 1o il W2 &

1650500 Byt 1y iz o 324 0

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak

mendapatkan . seorang f;enulis, Maka hendasklah ada barang
Jaminan yang dipegang.”

b. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi atau kesaksian adalah keterangan yang diberikan
oleh seorang saksi di depan sidang pengadilan tentang suatu peristiwa,
kejadian atau keadaan tertentu yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan
dialami sendiri.’

Alat bukti saksi diatur dalam pasal 169-172 HIR dan Pasal 306-309
R.Bg. pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperbolehkan dalam
segala hal, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain.

Dalam hukum positif, alat bukti saksi harus memenuhi syarat
materill dan formil. Kedua syarat ini bersifat komulatif bukan alternatif,
Oleh karena itu, apabila salah satu syarat mengandung cacat,
mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi. Sekiranya
syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat materiil

tidak lengkap, tetap saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti.

1 Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnysa, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002), 50

® Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,
Cet. 2, 1996), 36
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Atau sebaliknya, syarat materiil terpenuhi, tetapi syarat formil tidak,

hukum tidak menolerimya, schingga saksi itu tidak sah sebagai alat

bukti.?!

Syarat formi alat bukti saksi:*2

1) Memberikan keterangan didepan persidangan

2) Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi.
Berdasarkan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 R.Bg ada pihak-pihak yang
dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah dan
semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang
berperkara, isteri atau suami dari salah satu pihak sekali pun sudah
bercerai, anak-anak dibawah umur, dan orang yang tidak waras atau
gila.

3) Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan
kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi.
Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) HIR dan Pasal 174 ayat (1) R.Bg,
orang yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi yaitu saudara dan
ipar dari salah satu pihak yang berperkara, keluarga isteri atau suami
dari kedua belah pihak sampai derajat kedua, orang-orang yang karena

jabatannya diharuskan menyimpan rahasia jabatan.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 632

2 Manan, Penerapan Hukum Acara Perdats, 250
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Mengangkat sumpah menurut agama yang di peluknya.

Syarat materill alat bukti saksi:*

Keterangan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat
sendiri oleh saksi. Keterangan saksi yang tidak didasarkan atas sumber
pengetahuan yang jelas pada pengalaman, pendengaran, dan
penglihatan sendiri tentang suatu peristiwa, dianggap tidak memenuhi
syarat materiil. Keterangan saksi yang demikian dalam hukum
pembuktian disebut festimonium de auditu. Keterangan seperti ini
tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan
yang jelas. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 171 ayat (1) HIR dan
pasal 308 (1) R.Bg. pendapat atau persangkaan saksi yang disusun
berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah
sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 171 ayat (2) HIR dan Pasal
308 ayat (2) R.Bg.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu
dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan

dalam pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.

B bid
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Dalam hukum acara perdata Islam dikenal dengan as-syahadah.
Secara bahasa mengandung arti yang sama dengan a/-bayyinah yaitu
bukti.

Sedangkan para ulama mengartikan kesaksian menurut bahasa
bermacam-macam, antara lain sebagai berikut:

a. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti.u

b. Melihat dengan mata kepala, karena syahid (orang yang

menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang
disaksikan dan dilihatnya.?’

Sedangkan, menurut istilah Kesaksian atau as-syahadsh adalah
pemberitahuan seseorang tentang apa yang telah disaksikan atau dilihatnya.
Sedangkan menurut Muhammad Salam Madzkur, kesaksian ialah keterangan
yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian
untuk menetapkan hak atas orang lain.2

Dapat diambil sebuah kesimpulan dari pengertian di atas bahwa saksi
harus mengetahui, melihat, mendengar sendiri peristiwa perjanjian baik

secara langsung maupun tidak langsung. Baik diminta sebagai saksi maupun

% Muhammad Thahir M, Al Qada’ £ al-Islam, (Beirut: al-Alamiyah, 1989), 51
¥ Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid 14, (Bandung : PT. Alma’arif, Cet. 1, 1987), 49

*Muhammad Salam Madzkur, Peradilan dalam Islam, Terjemahan oleh Imron A.M,
(Surabaya: Bina ilmu, Cet.4, 1993), 105
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dengan tidak sengaja bahwa dia telah menjadi saksi dari peristiwa perjanjian
atau peristiwa tersebut.

Pembuktian dengan alat bukti saksi dalam hukum acara Islam juga ada
Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak
menjadi saksi. Adapun syarat sah seorang menjadi menurut Abdul Karim
Zaidan adalah sebagai berikut:?’

a. Dewasa

b. Berakal

c. Beragama Islam

d. Adil

e. Saksi harus dapat melihat
f. Saksi harus dapat berbicara

Menurut Tbnu Rusyd, hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci
tentang sifat-sifat saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam
persidangan majelis hakim. Secara garis besar dapat dikategorikan menjadi
lima sifat saksi yang harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa
kesaksiannya yaitu; adil, dewasa, Islam, Merdeka, dan bukan budak,
mempunyai i’tikad baik dalam memberikan kesaksiannya di dalam

persidangan.?®

%! Anshoruddin, Hukum Pembuktian, 76

% Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihdyatul Mugtasid, (Dar Ihya’u al-Kutub al-Arabiyah,
Juz 11, tt), 346
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Mengenai keterangan saksi yang diragukan iktikad baiknya karena ada
unsur kecintaan (senang) kepada orang yang disaksikannya, para ahli hukum
Islam sepakat untuk menerima keterangan dari saksi tersebut. Akan tetapi
para ahli hukum Islam masih berbeda pendapat dalam hal seseorang yang adil
dan diragukan iktikad baiknya karena ada unsur kecintaan dan kebendaan
yang disebabkan permusuhan duniawi seperti masalah harta. Sebagian ahli
hukum Islam menolak kesaksian yang demikian itu, tetapi sebagian ahli
hukum Islam yang lain dalam beberapa perkara tertentu dapat menerima
persaksian itu. Hal-hal yang disepakati adalah menolak kesaksian anak
terhadap ayahnya begitu juga sebaliknya, sedangkan yang diperselisihkan
adalah persaksian suami kepada isterinya demikian juga sebaliknya. Imam
Malik menolak persaksian seorang suami kepada isteri, juga sebaliknya.
Sedangkan pendapat yang menerima kesaksian suami terhadap isterinya
tetapi tidak sebaliknya dipegang oleh Ibnu Abi Laila dan didukung oleh
Imam An Nukha'i seperti yang dikutip oleh Ibn Rusyd.?

Begitu juga persoalan persaksian seseorang terhadap saudaranya,
fuqaha sendiri sepakat bahwa tidak diragukan i’tikad baik seseorang yang
memberi kesaksian terhadap saudaranya selama tidak bermaksud menolak
cela dirinya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, selama ia tidak

bermaksud merayu saudaranya dalam rangka memperoleh kebaikan

% Ibid, 347
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hubungannya. Akan tetapi menurut al-Auza’i berpendapat bahwa kesaksian
seseorang terhadap saudaranya tidak boleh.>°
c. Alat bukti persangkaan (dugaan)
Persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa
yang sudah terang dan nyata. Dari peristiwa yang terang dan nyata ini
ditarik kesimpulan, bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan
juga telah terjadi.*!
Sedangkan dalam pasal 173 HIR yang dimaksud dengan
persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh
hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu
peristiwa yang tidak diketahui umum.
Alat bukti persangkaan diklasifikkasikan kepada dua macam
yaitu:32
1. Persangkaan hakim (rechtelijke voermoedens) adalah kesimpulan
yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa atau kejadian tertentu
yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para
pihak.

2. Persangkaan berdasarkan Undang-Undang (blote vermoedens) adalah

persangkaan yang oleh Undang-Undang dihubungkan dengan

0 Ibid, 347
3t Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2003), 181
2 Manan, Penergpan Hukum Acara, 255-256
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perbuatan-perbuatan tertentu, atau peristiwa-peristiwa tertentu
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1916 KUH Perdata.

Dalam hukum Islam Persangkaan dikenal dengan istilah
Qarinah secara bahasa diambil dari kata “muqgaranah” yang berarti
mugahabah (pengertian/petunjuk).”

Tidak semua garinah dapat dijadikan alat bukti, garinah yang
dapat dijadikan alat bukti walaupun tidak didukung oleh alat bukti
lainnya disebut qarinah wadihah yaitu qarinah yang jelas dan
meyakinkan yang tidak bisa untuk dibantah lagi oleh manusia
berakal **

d. Alat bukti pengakuan
Menurut A. Pitlo Mengemukakan bahwa pengakuan adalah
keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia
mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.>*
Alat bukti pengakuan dalam Hukum Acara Peradilan Islam disebut
al-Igrar, yang artinya salah satu pihak atau kuasa sahnya mengaku secara
tegas, tanpa syarat di muka sidang bahwa apa yang dituntut oleh pihak

lawannya adalah benar.

* Anshoruddin, Hukum Pembuktisn, 88
¥ Ibid. 123
% Manan, Penerapan Hukum, 257-258
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Dasar hukum pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 174
HIR dan Pasal 311 R.Bg. serta Pasal 1923-1928 KUH Perdata.
Pengakuan salah satu pihak yang berperkara dapat dijadikan alat
bukti apabila memenuhi syarat syarat sebagai berikut;*®
Syarat formal alat bukti pengakuan:
1. Disampaikan dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan
Majelis hakim.
2. Pengakuan disampaikan oleh pihak yang berperkara (pihak materiil)
arau kuasanya dalam bentuk lisan atau tertulis.
Syarat materiil alat bukti pengakuan:
1. Pengakuan yang diberikan tersebut langsung berhubungan dengan
pokok perkara.
2. Tidak merupakan kebohongan atau kepalsuan yang nyata dan terang.

3. Tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, moral,

ketertiban umum.

Dalam ilmu pengetahuan hukum, pengakuan sebagai alat bukti dibagi
kedalam tiga bentuk yaitu: pengakuan murni dan bulat, pengakuan
berkualifikasi, pengakuan berklausula. Adapun kekuatan pembuktian dari
pengakuan bersifat sempuma dan menentukan serta tidak dapat dicabut

kembali. Dikarenakan pengakuan merupakan keterangan tergugat yang

3% Ibid, 259
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membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang menjadi pokok
perkara yang diajukan oleh penggugat.®’
Dasar hukum pengakuan sebagai alat bukti menurut acara perdata

Islam adalah Al-Qur’an surat an-Nisa, ayat 135:

o 2bt o o & A5d wnall 20 158 L ol ¢l
ol
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan,

menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau
ibu bapak dan kaum kerabatmu.’®

e. Alat bukti sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat,
diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan
dengan mengingat akan sifat mahakuasa daripada Tuhan. Dan percaya
bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan
dihukum olehnya. Jadi pada hakekatnya sumpah adalah tindakan yang
bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.*®

Sumpah dilaksankan apabila seseorang yang mendakwa hak orang

lain tidak mampu mengajukan bukti, sedangkan yang didakwa

3 Ibid. 260

* Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002),
101

% Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, 179
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mengingkarinya, maka tidak ada cara lain selain sumpah dari orang yang

didakwa. Seperti dalam hadits Nabi:

‘_s;.muba;,,n;Jurj_,%u:m&,ugmbtwmq@g,g;w&;

St o ey
Artinya: Bukti itu wajib atas penggugat dan sumpah itu wajib bagi orang
vang digugat.®

Dalam praktik Peradilan Agama, dikenal beberapa macam sumpah
sebagai alat bukti, yaitu: *!
1. Sumpah pelengkap (suppletoireed).
2. Sumpah pemutus (decissoireed)
3. Sumpah penaksir (gestimatoir, schattingseed)

4. Sumpah Li’an

S. Penilaian Pembnktian dalam Hukum Positif
Meskipun, suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan
pembuktian, pembuktian itu harus tetap dinilai. Oleh karena itu, terhadap alat-
alat bukti tertentu, seorang hakim dapat terikat oleh undang-undang, sehingga ia
tidak bebas menilainya. Sebaliknya hakim juga mempunyai kebebasan dalam

menilai pembuktian.

“As shon'any, Subulus Salam, Juz IV (Kairo: Mustafa al- baby al- halaby, 1960, Cet, IV, 132

! Manan, Penerapan Hukum Acars, 263
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Terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis misalnya, sebagaimana
dijelaskan pada Pasal 165 H.LR., 285 R.Bg dan Pasal 1870 BW, maka hakim
terikat dalam penilaian pembuktiannya. Sebaliknya hakim, tidak wajib
mempercayai seorang saksi, bahwa ia bebas menilai kesaksian (Pasal 172 H.LR.,
309 R.Bg, 1908 BW).*

Apabila alat bukti oleh hakim dinilai cukup memberi kepastian tentang
peristiwa yang disengketakan untuk mengabulkan akibat hukum yang dituntut
oleh penggugat, kecuali kalau ada bukti lawan, maka bukti itu dinilai sebagai
bukti lengkap atau sempurna. Jadi bukti itu dinilai lengkap atau sempurna,
apabila hakim berbendapat bahwa berdasarkan bukti yang telah diajukan,
peristiwa yang harus dibuktikan itu dianggap sudah pasti atau benar.

Penilaian pembuktian oleh hakim merupakan hal yang sangat penting
untuk diperhatikan, sehingga nantinya dalam memberikan suatu putusan
terhadap perkara yang disengketakan benar-benar mempunyai nilai keadilan.

Ada 3 (tiga) teori yang dapat digunakan dalam menilai suatu pembuktian,
yaitu:43
a) Teori pembuktian bebas, teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-

ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian dapat

diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

2 Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, 113
“ Ibid.
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b) Teori pembuktian negatif, menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuan

yang mengikat, ketentuan ini harus membatasi pada larangan pada hakim
untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. jadi, hakim
disini dilarang dengan pengecualian (Pasal 169 H.LR, 306 R.Bg, 1905 BW)
Teori pembuktian positif, disamping adanya larangan, teori ini menghendaki
adanya perintah kepada hakim. Di sini hakim diwajibkan, tetapi dengan
syarat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 165 H.LR., 285 R.Bg, 1870
BW.

Dari ketiga teori tersebut, pendapat umum menghendaki teori
pembuktian yang lebih bebas. Hasrat akan adanya kebebasan dalam hukum
pembuktian ini dimaksudkan untuk memberi kelonggaran wewenang kepada
hakim dalam mencari kebenaran.

Akan tetapi, pada umumnya sepanjang undang-undang tidak mengatur,
maka hakim bebas menilai pembuktian itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 165 HIR dan 285 R.Bg, dimana dikemukakan bahwa yang menilai alat-
alat bukti adalah hakim dan ia terikat dengan penilaiannya. Hakim juga
berhak untuk tidak memercayai keterangan saksi-saksi jika ia menganggap
bahwa keterangan-keterangan persaksian tersebut tidak relevan atau kurang
menyakinkan dirinya. Hakim bebas menilai kesaksian, hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.*

“ Ibid, 236
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B. Tinjauan Umum tentang Pembatalan Putusan
1. Pengertian Pembatalan
Pembatalan dalam pembahasan ini adalah pembatalan putusan. Istilah
yang dikenal dalam peradilan sendiri adalah banding atau dalam bahasa
Belanda “Appel ” artinya pembatalan, yaitu upaya hukum untuk meminta
dibatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama oleh Pengadilan tingkat
banding karena merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Tingkat pertama

tersebut.®

2. Sebab-Sebab Putusan Hakim Dibatalkan Menurut Ulama

Hukum Islam mempunyai dasar untuk membatalakan putusan-putusan
hakim dengan menerangkan kekeliruan-kekeliruan hakim pada suatu perkara
yang sudah diputuskannya. Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan sebab-sebab
yang membolehkan putusan hakim dibatalkan menurut kalangan Hanafiyah
sebagai berikut:*
a. Apabila hukum yang telah dijatuhkan itu berlawanan dengan MNass atau

Ijma’,

b. Apabila wewenang hakim dalam memutuskan perkara itu diperselisihkan.
c. Apabila hakim membatalkan sesuatu hak karena sudah kadaluwarsa

berdasarkan kepada pendapat yang mengatakan bahwa seorang pemilik

* Roihan A. Rasyid, Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agams, (Jakarta: Pedoman
Ilmu Jaya, 1989), 53-54

4 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, 73-76
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apabila dia tidak mengajukan gugatannya umtuk memperoleh haknya
kembali dalam jangka waktu tiga tahun, sedangkan dia berada ditempat,
maka batallah haknya. Akan tetapi menurut Ibnu Abidin, pendapat yang
demikian tidak dapat diterima.

. Apabila hakim memutuskan tidak ada mahar lagi karena sudah
kadaluwarsa dan istri tidak pernah mengadakn hal itu. Sesudah beberapa
tahun lamanya baru dia mengajukan tuntutannya.

. Apabila hakim memutuskan perkara terhadap seseorang yang tidak ada
ditempat, yaitu menceraikannya dari istrinya karena dipandang tidak
mampu membelanjai istrinya itu, maka putusan hakim itupun harus
dibatalkan.

Apabila hakim mensahkan nikah yang orang mengawini wanita yang
telah dizinahi oleh ayahnya atau oleh anaknya atau menikah ibu atau
anak dari wanita yang telah dizinai. Menurut Aba Yusuf, hukum ini tidak
dipandang sah.

. Apabila hakim mensahkan nikah mut’ah.

. Apabila hakim menceraikan seorang istri dari suaminya lantaran si suami
impoten tanpa memberi tangguh kepada suami.

Apabila hakim tidak mensahkan ruju’ kepada istri yang ditalak raj’%
sedangkan istri masih dalam masa iddah karena tidak disukai oleh si istri

itu.
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Apabila hakim tidak mensahkan talak yang dijatuhkan dalam masa
berhaid, tidak mensahkan talak yang dijatuhkan lebih dari satu, atau tidak
menganggap tiga talak yang dijatuhkan sekaligus.

Apabila hakim mengharuskan si suami memberikan kepada isteri
setengah dari perbelanjaan perkawinan, apabila si istri ditalak sebelum
dukhul tetapi sudah menerima mahar dan belanja persiapan perkawinan.
Apabila hakim memutuskan perkara dengan kesaksian seorang saksi dan
sumpah atau memutuskan perkara dalam bidang pidana dan gissas dengan

saksi seorang lelaki dan dua orang wanita.

. Apabila hakim menceraikan suami isteri lantaran susuan dengan

berpegang pada persaksian ibu susu saja.

Apabila hakim memutuskan perkara dengan persaksian anak terhadap
ayahnya, karena menurut ijma’ anak tidak sah menjadi saksi ayahnya,
demikian pula sebaliknya.

Al-Qarafi berpendapat, dibatalkan sesuatu putusan hukum apabila
menyalahi gaidah, giyas atau nash yang zhanni dalalahnya, apabila tida
ada dalil yang menentangnya. Kalau ada, tidaklah dibatalkan, seperti
sahnya akad girad, musaqal, salam, hiwalah, yang kesemuanya itu

berlawanan dengan qaidah, nash, giyas, akan tetapi dalil-dalil yang



khusus harus didahulukan atas kaidah dan nash yang tidak gar’
dalalahnya atau giyasaya*’

Seorang hakim apabila hendak memutuskan perkara dalam bidang-
bidang yang dibolehkan menggunakan ijtihad dengan semacam putusan,
kemudian hakim menemukan suatu pendapat lain sebelum dia
memutuskan perkara, maka wajib hukumnya bagi hakim memutuskan
perkara dengan hasil ijtihad kedua. Akan tetapi, apabila hal yang
demikian terjadi setelah perkara diputuskan, maka bagi kejadian yang
akan datang dia boleh memutuskan perkara dengan pendapat yang kedua,
hal ini pernah dicontohkan oleh Umar r.a.

Umar banyak membuat ketetapan-ketetapan yang berbeda dengan
syariat sebelumnya. Seperti melarang nikah mut’ah yang pada masa
Rasulullah masih dibolehkan, dan mewajibkan haji ifrad yang pada jaman
Rasulullah juga tidak dianjurkan. Sebagian orang salah menilai ketetapan
Umar dan dianggap mengubah syari’at. Adapun pertimbangan umar

berdasarkan kemaslahatan umat manusia.*®

7 id

“ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, Hukum Acars Peradilan Islam tejemahan oleh Adanan Qobar
Judul Asli Al-Thurug al-Hukmiyah £i-al-Siyasah al-Syar ‘iyyah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I,

2006), 27
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C. Upaya Hukum Tehadap Putusan Pengadilan Agama
Sebagaimana dalam Pengadilan pada umumnya, Pengadilan Agama juga
mengenal istilah upaya hukum. Dan upaya hukum ini secara struktural,
prosedurnya sama dengan Pengadilan Negeri. Secara garis besar, upaya hukum

dalam Pengadilan Agama dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Upaya hukum biasa
a. Banding
Upaya hukum banding atau pemeriksaan banding adalah upaya
hukum biasa yang dapat oleh salah satu atau oleh pihak-pihak yang
terlibat dalam perkara, agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan
Pengadilan Agama, “diperiksa ulang” kembali dalam pemeriksaan tingkat
banding oleh Pengadilan Tinggi Agama.*
Adapun tata cara pengajuan permohonan banding sesuai Pasal 7-15
UU Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan
Madura sebagai berikut:*°
1) Tenggang waktu permohonan banding
a) 14 hari setelah putusan diucapkan, apabila waktu putusan

diucapkan pihak pemohon banding hadir sendiri di persidangan.

“ M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun
1989), (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.3, 2005), 336

% Sulaikin Lubis, ef a/. ,Hukum Acars, 178-119
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7
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b) 14 hari sejak putusan diberitahukan apabila pemohon banding
tidak hadir pada saat putusan diucapkan di persidangan.

¢) Jika perkara prodeo, terhitung 14 hari dari tanggal pemberitahuan
putusan dari Pengadilan Tinggi kepada pemohon banding. (Pasal 7
ayat 3)

Permohonan banding disampaikan kepada panitera Pengadilan yang

memutus perkara Pengadilan agama yang hendak di banding,

Yang berhak mengajukan: pihak berperkara, kuasanya setelah

mendapat kuasa khusus.

Bentuk permintaan banding: Dengan lisan, secara tertulis

Biaya banding dibebankan kepada pemohon bukan kepada pihak

termohon.

Panitera bertugas:

a) Meregistrasi (mendaftar) permohonan.

b) Membuat akta banding

¢) Melampirkan akta banding dalam berkas perkara sebagai bukti
dari PTA.

Juru sita menyampaikan pemberitahuan permohonan banding kepada

pihak lawan,

Penyampaian pemberitahuan (inzage) oleh juru sita:
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a) Selambat-lambatnya dalam tempo 14 hari dari tanggal
permohonan banding.
b) Pemberitahuan (inzage) disampaikan kepada kedua belah pihak
yang berperkara.
9) Penyampaian memori banding
Memori banding bukan syarat formal, seperti di tegaskan dalam
Putusan MA tanggal 14 Agustus Tahun 1957 No. 143/Sip/1956.
a) Tenggang waktu mengajukan memori banding tidak terbatas.
b) Harus memberitahu dengan relas adanya kontra memori banding
kepada pemohon pihak lawan.
¢) Harus memberitahu dengan relss adanya kontra memori banding
kepada pemohon banding.
d) Memori banding, kontra memori banding dengan relas
pemberitahuan dilampirkan dalam berkas perkara
10) Satu bulan sejak tanggal permohonan banding, berkasa perkara harus

dikirim ke Pengadilan Tinggi (Pasal 11 ayat 2 UU Tahun 1947).

. Kasasi

Kasasi adalah pembatalan terhadap putusan atau penetapan
Pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan
terkahir. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kasasi dilaksanakan oleh
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Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang berwenang dan bertugas
untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan
pengadilan yang sudah tidak dapat lagi dimintakan pemeriksaan ulangan
ke pengadilan yang lebih tinggi atau tingkat banding.’'

Alasan-alasan mengajukan kasasi adalah apabila pengadilan tingkat
pertama dan banding tidak berwenang dan melampui batas
wewenangnya, salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum
yang berlaku, dan telah lalai memenuhui syarat-syarat yang diwajibkan

oleh undang-undang.>

2. Upaya Hukum Luar Biasa
Upaya hukum luar biasa dibagi menjadi 2 macam, yaitu :
a. Peninjauan kembali
Peninjauan kembali adalah meninjau kembali putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru
yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, padahal apabila hal-hal itu
diketahui oleh hakim, maka putusan akan menjadi lain.>

Alasan-alasan mengajukan peninjauan kembali adalah -3

5! Manan, Penerspan Hukum Acara Perdats, 351
* Hadin Nuryadin, Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung;: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 84

53 Arfo, Praktek Perkara Perdata, 303
* Nuryadin, Peradilan Agama, 85-86
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1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu
muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus.

2) Apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti baru (novum) yang
bersifat menentukan, dan ketika perkara diperiksa tidak ditemukan.

3) Apabila dikabulkan sesuatu hal yang tidak dituntut atau lebih
daripada yang dituntut.

4) Apabila suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa
dipertimbangkan sebab-sebabnya.

5) Apabila antara pihak yang sama, mengenal hal yang sama, oleh
pengadilan yang sama atau sama tingkatannya diberikan putusan
antara yang satu dan lainnya bertentangan.

6) Terdapat suatu kekhilafan hakim atau terdapat suatu kekeliruan yang

nyata.

D. Banding Menurut Prinsip Peradilan Islam
Praktek banding sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw, juga sudah
dipraktekkan oleh sahabat nabi lalu Nabi akui atau setujui. Dalam sejarah,
Rasulullah SAW mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai hakim di Yaman, ‘Itab
bin Usaid di Mekkah, Mu’adz bin Jabal di Janad, bahkan Umar bin Khattab di

Madinah.’’

% Madzkur, Peradilan dalam Islam, , 76-77
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Pada suatu ketika diajukan perkara kepada Ali bin'Abi Thalib, lalu Ali
putuskan, tetapi ada pihak yang tidak mau menerima putusan Ali sehingga Ali
menyuruhnya banding kepada Rasulullah. Setelah pihak tersebut datang kepada
Rasulullah dan menceritakan perkaranya, Rasulullah ternyata memutuskan
dengan menguatkan putusan Ali, sebagaimana Imam Tarmidzi meriwayatkan

dalam kitab haditsnya yang berbunyi:

b ,oao‘:‘: gr « 9, o~ o,’-’/ ‘_01/‘, 2, °,‘.£¢.,? <."fo,,.!'
M J35 5 T G et e ik Sns Vg sl 500 t2ag o iy ol
56, g‘ ‘0. o !,‘

Artinya: “Alf berkata; aku akan putuskan hukum diantara kamu, kemudian kalau
kamu telah menyatakan menerima keputusanku maka lsksanakanlah, tapi
kalau kamu tidak mau menerimanya karena kucegah sebagian kamu dari
sebagian yang lain berbuat sesuatu, sampai kamu menghadap sendiri
kepada Rasulullah agar ia memutus diantara kamu.

56 Abi Bakar bin Ahmad Husain bin Alj al Baihaki, Musnad Ahmad Juz II, (Beirut: Dar al-
Fikri, 2005), 47
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DESKRIPSI HASIL PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PAMEKASAN DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA

A. Kompetensi Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya.
1. Pengadilan Agama Pamekasan
a. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Pamekasan
Setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu,
dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam
keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin
kurang. Pengetahuan tentang kompetensi relatif atau yurisdiksi relatif
suatu Pengadilan bertujuan supaya para pihak tidak salah mengajukan
gugatan atau permohonan yakni ke Pengadilan Agama mana orang akan

mengajukan perkaranya dan juga berhubungan dengan hak eksepsi

tergugat.1

VA Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum ( Hukum Islam,
Hukum Barat, Hukum Adat) dalam rentang Sejarsh Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan
Agama Hingga Labmzya Peradilan Syariat Islam Aceh, (Jakarta: Kencana, 2006), 138

51



52

Pengadilan Agama Pamekasan mulai berdiri pada tahun 1978.
Terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten
Pamekasan dengan luas tanah 2.194 m” dan luas bangunan yaitu lantai 1
(satu) luas 383.000 m’® dan lantai 2 (dua) 620.000 m® .

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan adalah sama dengan
wilayah pemerintahan kabupaten Pamekasan yang terdiri dari 13
kecamatan. Adapun perinciannya akan dilampirkan pada bagian akhir
skripsi ini.

Struktur organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama
Pamekasan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu untuk
mempertegas kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dari masing-
masing bagian.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama pamekasan adalah
akan dilampirkan pada bagian akhir skripsi ini.

b. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Pamekasan

Kompetensi absolut suatu pengadilan adalah segala yang
berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan
pengadilan.?

Perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pamekasan

sesuai dengan Pasal 49 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 3 Tahun 2006

2 Ibid, 139
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Tentang Amandemen UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 bahwa

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

infaq, shadaqah dan ekonomi syari‘ah.?

Kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan

dijabarkan dalam penjelasan UU No. 3 Tahun 2006 pasal 49 huruf (a)

sebagai berikut :*

a.

b.

Izin beristri lebih dari seorang

Izin meiangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21
(dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga
dalam garis lurus ada perbedaan pendapat

Dispensasi kawin

Pencegahan perkawinan

Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Pembatalan perkawinan

Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri

? Adapun yang termasuk sengketa ekonomi Syari’ah antara lain: a. Bank Syari’ah, b. Lembaga
keuangan mikro Syari'ah, c. Asuransi Syari'ah, d. Reasuransi Syari’ah, e. Reksa dana Syari’ah, f.
Obligasi Syari’ah, g. Sekuritas Syari’ah, h. Pembiayaan Syari’ah, i. Pengadaian Syari’ah, j. Dana
pensiunan lembaga keuangan Syari’ah, k. Bisnis Syari*ah ( Penjelasan Pasal 49 huruf (f) UU. Nomor

3 Tahun 2006)

4 Wacana Intelektual, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: Cet I, 2009), 445-

446
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. Perceraian karena talak

Gugatan perceraian

Penyelesaian harta bersama

Mengenai penguasaan anak-anak

Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana
bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada
bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri

. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak

. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua

. Pencabutan kekuasaan wali

. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal
kekuasaan seorang wali dicabut

Menunjuk seorang wali dalam hal seoarang anak yang belum cukup
umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya,
padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya

. Pembebasan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah
menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah
kekuasaannnya

Penetapan asal usul seorang anak
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u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk
melakukan perkawinan campuran
v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan
yang lain.
2. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
a. Kompetensi Relatif Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya merupakan pengadilan yang

dibentuk berdasarkan PERDA 106 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo.

Surat Keputusan Menteri Agama di Ibu Kota Propinsi Jawa Timur, yaitu
kota Surabaya, yang beralamat di J1. Mayjend Sungkono No. 7 Telp. 031-
5681797 fax. 5680426 Surabaya 60225.

Mengenai wilayah yurisdiksi Terdapat kesamaan tempat kedudukan
dan daerah hukum Pengadilan Tinggi di lingkungan Pengadilan Umum
dan Pengadilan Agama. Yaitu berkedudukan di ibukota propinsi yang
daerah hukumnya adalah meliputi wilayah propinsi yang bersangkutan.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdiri dari 37
Pengadilan Agama dan berkedudukan di ibukota daerah tingkat II
Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan Agama Kangean dan Bawean

yang berkedudukan di kecamatan.
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Wilayah hukum Pengadilan Agama di Jawa Timur meliputi
pemerintah daerah tingkat I Kabupaten atau Kota, kecuali Pengadilan
Agama Blitar meliputi wilayah Kabupaten dan Kota Blitar, Pengadilan
Agama Malang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu,
Pengadilan Agama Pasuruan meliputi wilayah Kota Pasuruan dan
sebagian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Bangil meliputi
sebagaian Kabupaten Pasuruan, Pengadilan Agama Mojokerto meliputi
wilayah Kabupaten dan pemerintah Kota Mojokerto, Pengadilan Agama
Kangean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sumenep, dan Pengadilan
Agama Bawean meliputi sebagian wilayah Kabupaten Gresik.*

Pengadilan Agama se-Jawa Timur dibagi dalam tiga kelas, yaitu
kelas IA, sebanyak 11 Pengadilan Agama, kelas IB sebanyak 22
Pengadilan Agama, dan kelas II sebanyak 4 Pengadilan Agama.
Pembagian kelas ini Berdasarkan Keputusan Menteri Negara RI No. 589
Tahun 1999.

Adapun nama-nama Pengadilan Agama dan wilayah hukumnya
akan dilampirkan.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga mempunyai struktur yang
sama seperti halnya struktur yang ada pada Pengadilan Agama. Struktur

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berdasarkan atas KMA/ 004/ sk/ II/

% Buku Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2005, 10
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1992 Jo. Keputusan Menteri Agama No. 303/ 1990 Tentang Struktur
Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun perinciannya
akan dilampirkan pada bagian akhir skripsi ini.
b. Kompetensi Absolut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Setiap badan peradilan mempunyai kewenagan yang absolut. Apa
yang telah ditentukan oleh undang-undang menjadi kekuasaan yuridiksi
suatu peradilan, menjadi kewenagan mutlak bangi lembaga
peradilantersebut. Kewenangan mutlak ini disebut kompetensi absolut
atau yuridiksi absolut.®

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama maka sebagai Pengadilan tingkat banding,
Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara
yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat banding.
Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama
dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di

daerah hukumnya. ’

§ Yahya Harahap, Kedudukan Kewenagan dan Acara Peradilan Agama, 102

7 Wacana Intelektual, Himpunan Perundang-Undangan, 469
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B. Deskripsi Kasus Tentang Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama

Pamekasan Perkara Nomor: 139/Pdt.G/2008/PA Pmk.?

1. Subyek dalam Perkara Sengketa Harta Bersama

Perkara sengketa harta bersama ini diajukan oleh Suparman (Bukan
nama Scbenarnys), umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani dan
bertempat tinggal di Pamekasan dan dalam perkara ini menjadi
Penggugat/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi. Penggugat dalam
perkara ini menggugat istrinya yang bernama Aisyah (bukan Nama
sebenamya), umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, dan bertempat
tinggal di Pamekasan. Tergugat dalam perkara ini mengkuasakannya kepada
Advokat yang bernama Imam Hidayat, SH., MH., MBL.

Gugatan ini diajukan oleh Penggugat setelah terjadinya perceraian dan
akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan dengan
Nomor putusan : 188/Pdt.G/2006/PAPmk dan Akta cerai Nomor:
227/AC/2006/PA.Pmk., gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama
Pamekasan pada tanggal 25 Februari 2008 dan terdaftar dengan register
perkara Nomor: 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk.

Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 11 Juli 1991 dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecatamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan (Kutipan Akta

® Berkas Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Noxhor 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk.
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Nikah Nomor: 116/25/VII/1991), Perkawinan mereka telah dikaruniai
seorang anak bernama Ahmad (bukan nama sebenarnya) umur 11 tahun.

Pernikahan mereka tidak bisa dipertahankan dan memilih jalan cerai
dimana gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal
25 Februari 2008, dan telah memperoleh ketetapan hukum dengan Akta cerai
Nomor: 227/AC/2006/PA.Pmk.

Menurut Pengakuan Penggugat, bahwa perceraian antara mereka
adalah inisiatif Tergugat sendiri, karena Tergugat akan segera kawin dengan
laki-laki selingkuhannya, dan Penggugat juga megungkapkan pada
kenyataannya kini Tergugat telah kawin dengan laki-laki tersebut.

Selama perkawinan mereka telah memperoleh harta bersama dan pada
saat ini semuanya dikuasai oleh Tergugat. Penggugat telah berusaha meminta
barang-barang harta bersama tersebut kepada Tergugat dengan cara
kekeluargaan ,akan tetapi Tetgugat tidak memberikannya kepada Penggugat.

Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama
Pamekasan untuk memperoleh haknya atas bagian harta bersama tersebut,
yaitu separoh dari harta bersama atau senilai dengan obyek sengketa harta

bersama dalam perkara ini seperti yang diuraikan diatas.

. Obyek Sengketa dalam Perkara Sengketa Harta Bersama
Obyek harta yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara sengketa

pembagian harta bersama ini adalah sebagai berikut:
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a. Sebuah rumah ukuran 7 X 10 M. yang terletak di atas tanah milik
Tergugat di Pamekasan. Biaya pembangunannya menghabiskan biaya
Rp.12.000.000,- dengan batas-batas:

Utara : Tanah Tetangga 1;..............
Timur : Tanah Tetangga 2;..............
Selatan  : Tanah Tetangga 3;..............
Barat : Tanah Tetangga 4;...............

b. Sebuah kamar mandi ukuran 1 X 5 dengan biaya Rp. 3.000.000,-

c. Sebuah dapur terletak di atas tanah yang sama dengan ukuran 5 X 3 M
dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,

d. Kilometer listrik pada rumah tersebut seharga Rp. 3.000.000,-

e. Seekor sapi seharga Rp. 5.000.000,

f. Alat-alat rumah tangga berupa: Sebuah dipan beserta kasurnya, Sebuah
lemari kayu beserta isinya, Sebuah televisi berwarna merk Intel 14”.

Berdasarkan gugatan Penggugat tersebut maka sudah menjadi hak

Tergugat untuk menjawabnnya. Tergugat memberikan jawaban atas gugatan

tersebut yang diberikan secara tertulis.

Tergugat menjelaskan dalam jawabannya, mengenai gugatan
penggugat tersebut pada pokoknya yaitu; Tergugat merasa keberatan dengan
gugatan Penggugat dan mengajukan eksepsinya dan menerangkan menolak

seluruh isi gugatan Penggugat, kecuali gugatan yang diajukan dihadapan
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persidangan tentang harta bersama dan dilakukan menurut ketentuan
yurisprudensi yakni dilakukan perincian secara jelas dan lengkap yang
menjadi dasar gugatan.

Tergugat menolak tuduhan Penggugat yang menyatakan perceraian
tersebut merupakan inisiatif Tergugat sendiri dikarenakan Tergugat ingin
menikah lagi, merupakan dugaan belaka.

Namun, dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama
Pamekasan diperoleh informasi dari hakim yang menyatakan bahwa tuduhan
Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan
orang lain dan hal tersebut yang mendorong Penggugat menggugat harta
bersama dikarenakan tegugat telah mendiami rumah yang disengketakan
dengan suaminya yang baru tersebut menurut penuturan hakim setelah
melakukan pemeriksaan setempat.’

Tergugat membantah secara keseluruhan dalil-dalii Penggugat
mengenai Obyek Sengketa. Adapun jawaban Tergugat untuk membantah
dalil-dalil gugatan Penggugat dalam masalah obyek Sengketa rumah, gugatan
Penggugat mengenai bangunan rumah tidak jelas dan tidak‘ terperinci,
Tergugat menyatakan bangunan rumah tersebut dibangun di atas tanah milik
orang tua Tergugat dan dibiayai oleh orang tua Tergugat dengan menjual

tanah seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah). Sedang Penggugat

® Drs. H. Basyirun, MH., Wawancars, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, Tanggal 26 Mei
2010.
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ketika mulai membangun rumah tersebut masih berada di Jakarta, dan setelah
pembangunan berjalan Penggugat pulang dan hanya membantu
menyumbangkan tenaga dan mengenai ukuran rumah tersebut menurut fakta
yang benar adalah 7 X 12 M.

Jawaban tergugat mengenai obyek sengketa kamar mandi Tergugat
menyatakan biaya Pembuatan kamar mandi Tidak benar berasal dari
Penggugat, bangunan kamar mandi tersebut merupakan kelanjutan dari
merenovasi rumah itu pun dari sisa dalam membuat rumah. Begitu juga
dengan obyek sengketa dapur Tergugat menerangkan, pembangunan dapur
dibiayai dari hasil menjual sapi milik orang tua Tergugat sendiri seharga
Rp.2.000.000, sedangkan kapasitas penggugaat pada waktu itu hanya ikut
membantu.

Jawaban Tergugat mengenai obyek sengketa listrik biaya yang
dikenakan dalam pemasangan Listrik adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus
lima puluh ribu rupiah). Bukan Rp. 3.000.000,- sebagaimana yang didalilkan
Penggugat. Itu pun merupakan patungan antara Tergugat dengan Penggugat
dan orang tua Tergugat semasa hidupnya.

Selanjutnya jawaban tergugat mengenai obyek Sengketa berupa Sapi ,
Tergugat menyatakan bahwa sapi tersebut di dapat dari hasil arisan, lalu sapi
tersebut disembelih oleh PENYEMBELIH SAPI yang kemudian diganti uang

Rp. 3000.000,- dengan cara cicilan. Cicilan pertama sebesar Rp 1.500.000,-
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dibawa ke Jember, cicilan selanjutnya diambil oleh Penggugat sebesar Rp.
700.000.,- dan Rp.400.000,- hal itu terjadi ketika Penggugat dan Tergugat
masih bersuami isteri.

Tergugat menerangkan bahwa Dipan tersebut telah diserahkan melaui
Pamong Desa (Musawer) dari rumah Tergugat, namun Penggugat tidak
berkenan untuk mengambil, sedang Lemari dan TV adalah milik dan hasil
pembelian orangtua Tergugat semasa hidupnya.

Tergugat juga mengajukan gugatan Rekompesinya berupa nafkah
pemeliharan anak dan pendidikan anak sampai berumur 21 tahun yang
perinciannya tidak diuraikan dalam tulisan ini.

Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya
dalam konpensi dan jawaban dalam rekonpensi secara tertulis pada tanggal 5
Mei 2008 yang menerangkan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dalil
Penggugat kurang jelas perinciannya adalah hal yang mustahil, karena dalam
gugatan Penggugat sudah nyata-nyata jelas baik dalam perincian maupun
data-datanya.

Penggugat menyatakan hanya menuntut harta goﬁo-gini berupa
bangunannya tidak termasuk tanahnya. Tidak benar biaya merehab rumah
tersebut dari orangtua Tergugat dengan menjual tanah, orangtua Tergugat
menjual tanah hanyalah untuk membayar hutang-hutangnya karena orangtua

Tergugat banyak hutangnya setelah bangkrut sewaktu berdagang ke Jawa.



Memang benar sewaktu membangun rumah tersebut Penggugat berada di
Jakarta namun Penggugat mengirim uang kepada Tergugat sebesar
Rp.4.500.000;- dan Rp.3.000.000;- .

Pernyataan Tergugat yang menyatakan biaya membangun kamar mandi
merupakan sisa membangun rumah adalah bohong, karena jarak dari
merenovasi rumah dengan membuat kamar mandi adalah 6 tahun.
Pembangunan dapur tersebut berasal dari peras keringat Penggugat sebagai
tukang dan menghabiskan biaya sebesar Rp.5.000.000,- bukan dari hasil
menjual sapi orangtua Tergugat.

Jawaban mengenai obyek harta berupa listrik Penggugat menyatakan
bahwa memang dahulu menelan biaya Rp.350.000,- namun harga sekarang
sudah tinggi, bahkan ada yang berani membeli Rp.4.000.000,-untuk
dipindah ke rumah orang lain, maka hal ini harus ditentukan menurut harga
pasaran. Pernyataan Tergugat bahwa biaya tersebut hasil patungan adalah
tidak benar dan yang benar adalah keluar dari kantong pribadi Penggugat.
Harta sengketa berupa sapi yang dalam gugatan Penggugat adalah sapi yang
dipinjam oleh orangtua Tergugat, secharga Rp.5.000.000,- bukan sapi yang
lain. Sedang sapi yang lain Penggugat tidak tahu menahu. Uang Rp.700.000,-
justru Tergugat yang ambil tanpa sepengetahuan Penggugat, sedang uang
sebesar Rp.1.000.000,- Penggugat minta untuk mencari Tergugat yang

menghilang selama 20 hari. Obyek sengketa berupa dipan, benar Penggugat
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tidak mau mengambil dipan karena oleh Tergugat hanya sebuah dipan saja
yang diberikan kepada Penggugat.

Tergugat Juga memberikan jawaban atas Rekonpensi Tergugat yang
pada pokoknya menyatakan gugatan Tergugat mengenai nafkah anak tidak
masuk akal karena Penggugat tetap memberinya sesuai kemampuan
Penggugat. Anak tersebut sekarang sudah rusak mental akibat ulah Tergugat
terbukti anak tersebut tidak naik kelas. Oleh karena itu Penggugat
mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Pamekasan untuk diberi
hak memelihara dan mengasuh anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT ASLI sampai anak tersebut dewasa.

Dengan tanggapan Replik dan Jawaban Rekonpensi dari Penggugat
maka tergugat memberikan tanggapan dupliknya dalam Konpensi dan Replik
dalam Rekonpesi yaitu: Dalam Eksepsi Tergugat tetap pada eksepsi semula,
Dalam Konpensi Tergugat tetap pada jawaban semula, Dalam Rekonpensi
Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonpensi tetap pada gugatan Rekonpensinya
dan Terhadap permintaan Tergugat Rekonpensi untuk memelihara dan
mengasuh anak adalah tidak mendasar karena selama ini Tergugat
Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah berupa apa pun, apalagi
pendidikan, Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menghukum Tergugat

Rekonpensi/ Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya perkara ini.
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Sedangkan Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap pada jawaban
Rekonpensinya.

Penggugat atau Tergugat Rekonpesi menyatakan tetap pada jawaban
Rekonpesinya.

Berdasarkan ketentuan hukum apabila dalil gugatan Penggugat
dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani pembuktian.
Untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2
orang saksi sebagai berikut :

I.  SAKSI 1. Umur 45 tahun, agama Islam , pekerjaan Tani bertempat
tinggal di Pamekasan
Il. SAKSI 2 Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat

tinggal di Pamekasan.

Adapun keterangan saksi I yang pada pokoknya dapat disimpulkan
sebagai berikut : Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah kakak Penggugat, Adapun status Penggugat dan Tergugat adalah
pasangan suami isteri yang sudah bercerai pada tahun 2006 lalu dan dari
perkawinannya memperoleh satu anak. Selama berumah tangga Penggugat
dan Tergugat telah membangun rumah di atas tanah milik orangtua
Tergugat. Rumah tersebut mulanya kecil lalu dibangun sehingga berukuran 7
X 10 M. biayanya sekitar Rp.12.000.000., Rumah tersebut kini ditempati

oleh Tergugat dan anaknya. Pada waktu saksi ikut membantu membangun
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rumah tersebut. selain membangun rumah, Penggugat dan Tergugat juga
membangun dapur berukuran 3 X 5 M dan kamar mandi yang posisinya di
atas tanah milik orang tua Tergugat dan terpisah dari rumah. Adapun biaya
pembangun dapur tersebut menurut saksi menghabiskan sekitar
Rp.5.000.000,. masalah biaya pembuatan rumah, dapur dan kamar mandi
diperoleh Penggugat ketika bekerja di Jakarta selama 2 tahun lalu mengirim
uangnya kepada Tergugat. Dengan kiriman pertama sebesar Rp.4.500.000,-
dan yang kedua Rp.3.000.000,-. Pekerjaan Penggugat di Jakarta sebagai kuli
bangunan sambil berdagang. Pemasangan kilometer listrik menelan biaya
sebesar Rp.3.500.000,- dan dibiayai oleh Penggugat. Mengenai sapi, v
Penggugat yang membeli seharga Rp.3.500.000,- namun uangnya hutang dari
orangtua Tergugat dan sekarang sapi tersebut dijual laku 5.000.000,-. Saksi
diberitahu oleh Penggugat bahwa Dipan dan Almari tersebut dibeli di toko
mebel dengan membayar 10 X, dan sekarang dipakai oleh Tergugat.
Sedangkan TV dibeli Penggugat dan Tergugat setelah di rumah itu ada
listriknya.

Kesaksian yang diberikan Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya
sama dengan Kesaksian yang diberikan oleh saksi II namun perinciannya
lebih rinci dibandingkan saksi I.

Untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan alat

bukti berupa tiga orang saksi sebagai berikut:
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a. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal
diPamekasan
b. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal
di Pamekasan
c. SAKSI 3, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal
di Pamekasan
Keterangan yang telah diberikan oleh saksi I dibawah sumpah yaitu:
Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar/ Sepupu
Tergugat. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikarunai
seorang nak namun kini sudah bercerai pada tahun 2006. Tidak benar
Penggugat dan Tergugat pernah membuat rumah, ‘tapi yang membuat rumah
adalah orangtua Tergugat. Orangtua Tergugat menjual sebidang tanah dan
laku Rp.20.000.000, kemudian separonya untuk membuat rumah tersebut.
Untuk pembangunan rumah tersebut kira-kira menghabiskan biaya
Rp.8.000.000,. Penggugat tidak menyumbang karena waktu itu Penggugat
berada di Jakarta. Ketika membuat rumah tersebut, saksi ikut Alimudin
membeli materialnya. Ketika rumah dibangun banyak orang yang
membantunya, namun saksi tidak kenal satu persatunya.
Keterangan saksi II dan saksi III pada pokoknya sama, dan keterangan

satu sama lainnya bersesuaian, akan tetapi mengenai besarnya harta yang
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dipakai membangun rumah tersebut tidak ada kesamaan antara keterangan
saksi satu dengan lainnya.

Selanjutnya, pada tanggal 16 Juni 2008, majelis hakim telah
mengadakan sidang pemeriksaan atas harta-harta yang menjadi sengketa di
Pamekasan yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan kuasa hukumnya.
Pada sidang tersebut didapati obyek sengketa berupa rumah, dapur dan kamar
mandi serta kilometer listrik dengan ukuran, batas-batas yang sesuai dengan
dalil Penggugat. Sedang harta sengketa lainnya yaitu seekor sapi, Televisi,

Dipan serta kasurnya dan Almari beserta isinya tidak ada di tempat

C. Putusan dan Dasar Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan Dalam
Memutuskan Perkara Sengketa Harta Bersama.

Mengenai esksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tidak
terperinci, tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak sesuai dengan fakta hukum
dan bukti-bukti autentik, alasan tersebut tidak diterima. Majelis menilai bahwa
gugatan Penggugat telah jelas dan terperinci, tidak obscuur Libel,

Adapun putusan Majelis Hakim Dalam Konpensi (pokok perkara) yaitu
mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan bahwa yang
termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu berupa :

a. Sebuah Rumah ukuran 7 X 10 M yang terletak di atas tanah milik Alimudin

(orangtua Tergugat) di Pamekasan dengan batas-batas sebagai berikut :



70

- Utara : Tanah TETANGGA 1 ;

+ Timur : Tanah TETANGGA 2 ;

- Selatan : Tanah TETANGGA 3 ;

- Barat : Tanah TETANGGA 2 ;

. Sebuah Dapur ukuran 5 X 3 M dan Kamar Mandi ukuran 1 X 5M yang
terletak di samping rumah Ila tersebut di atas

. Sebuah kilometer Listrik yang menempel pada rumah poin 2a tersebut di

atas,

-d. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing berhak atas

separoh dari harta bersama poin 2a, 2b dan 2c tersebut di atas

. Menghukum Tergugat atau siapa pun yang memperoleh hak dari padanya,
untuk menyerahkan separoh dari harta bersama poin 2a, 2b dan 2c tersebut
atau yang senilai dengan itu kepada Penggugat.

Putusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan
penilaian terhadap proses pembuktian dalam persidangan. Berdasarkan proses
pembuktian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa mengenai kilometer listrik
dan dipan telah diakui adanya dan tidak secara tegas dibantah oleh Tergugat
bahwa barang tersebut bukan harta bersama, oleh karena itu menurut Majelis
Hakim gugatan Penggugat mengenai kilometer listrik dan dipan telah

terbukti.
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Sedangkan mengenai rumah, dapur, kamar mandi, seekor sapi, almari
dan TV, masih terjadi perdebatan apakah merupakan harta bersama antara
Penggugat dengan Tergugat atau harta milik orangtua Tergugat. Oleh karena
itu, terhadap barang-barang yang disengketakan di atas harus dibuktikan
kebenarannya, dan pembuktiannya lebih dahulu dibebankan kepada
Penggugat. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu
kakak dan adik kandungnya yang bernama SAUDARA 2 PENGGUGAT |
ASLI dan SAUDARA 1 PENGGUGAT ASLI. Menurut majelis Hakim
meskipun para saksi adalah saudara-saudara Penggugat, mamun karena
mereka tidak mengundurkan diri dan keterangan yang disampaikan
bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi
tersebut dapat diterima kecuali keterangan, bahWa Penggugat telah mengirim
sejumlah uang kepada Tergugat, karena kesaksian tersebut hanya didengar
dari orang lain (testamonium de auditu) maka keterangan tersebut harus
dikesampingkan.

Tergugat untuk meneguhkan sanggahannya telah mengajukan 3 orang
saksi. Ketiga orang saksi Tergugat menerangkan hal yang sama yaitu bahwa
JURAGAN SAUDARA 1 PENGGUGAT ASLI telah menjual sebidang tanah
laku Rp.20.000.000,- dan sebagiannya dipakai untuk membangun rumah yang
kini disengketakan, oleh karena keterangan satu sama lainnya bersesuaian

dan isinya mendukung dalil Tergugat maka keterangan para saksi tersebut
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dapat diterima. Besarnya harta JURAGAN SAUDARA I PENGGUGAT
ASLI yang dipakai membangun rumah tersebut tidak ada kesamaan antara
keterangan saksi satu dengan lainnya, dan hanya perkiraan-perkiraan saksi
serta kesimpulan pribadi saksi, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal
174 HIR. maka kesaksian para saksi Tergugat tentang seberapa banyak uang
JURAGAN SAUDARA 1 PENGGUGAT ASLI yang digunakan membangun
rumah tersebut harus dikesampingkan.

Dalam masalah proses pembuktian tentang pembuatan rumah tersebut
sebagian dibiayai oleh orangtua Tergugat, sedang Penggugat membantu
tenaga tukang baik yang dilakukannya sendiri maupun oleh saudara-
saudaranya, maka harus dinyatakan sebagai fakta bahwa antara Penggugat
dan Tergugat telah sama sama memiliki andil di dalam pembangunan rumah
tersebut dan rumah tersebut dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat
berstatus sebagai suami isteri.

Pembangunan dapur dan kamar mandi masing-masing Penggugat dan
Tergugat tidak mampu meneguhkan dalilnya dan kenyataan yang ada dapur
dan kamar mandi tersebut dibangun dan dipakai mereka berdua oleh karena
itu harus dinyatakan sebagai milik berdua antara Penggugat dan Tergugat.

Gugatan Penggugat mengenai seckor sapi ternyata dijawab oleh
Tergugat dengan menyebut sapi yang menurut Penggugat adalah sapi yang

lain yang tidak diketahui oleh Penggugat, oleh karenanya kepada Penggugat
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dibebankan bukti atas sapi yang digugatnya, disebabkan gugatan Penggugat
atas sapi tersebut tidak ada bukti-bukti yang diajukan Penggugat untuk
mendukung gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai sapi
tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Mengenai almari dan TV, Penggugat telah meneguhkan dalilnya
dengan keterangan 2 orang saksi yang keterangannya bersesuaian antara satu
dengan lainnya, yang menyaatakan bahwa almari dan TV ada di rumah
Penggugat dan Tergugat, Saksi SAUDARA 1 PENGGUGAT ASLI ikut
mengantar ketika membeli almari dan ikut memasang antena TV sedang
Saksi SAUDARA 2 PENGGUGAT ASLI mengetahui karena diberitahu oleh
Penggugat, disebabkan sanggahan Tergugat hanya didukung oleh keterangan
satu saksi Hema binti Alimudin dan satu saksi bukan saksi (unus testis nullus
testis) oleh karena itu keterangan saksi Tergugat tidak mampu melumpuhkan
dalil Penggugat schingga harus dinyatakan bahwa dalil Penggugat telah
terbukti.

Menurut majelis hakim, keterangan Hema binti Alimudin yang
menyatakan bahwa dipan, Almari dan TV yang berada pada Tergugat telah
dijual guna menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya serta
untuk biaya pengobatan anak di RSU Pamekasan sebesar Rp.3.500.000,-

dibenarkan oleh Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, dengan
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demikian dapat ditarik fakta bahwa dipan, Almari dan TV telah dijual oleh

Tergugat untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan pengobatan anak.

D. Putusan dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor:
139/Pdt.G/2008/PA.Pmk.'°

Sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
374/Pdt.G/20077/PA.Pmk., permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding
telah diajukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
dan dalam tenggang waktu yang tepat, oleh karenanya, Permohonan bandingnya
diterima.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam putusannya
menolak Eksepsi Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding.
Dalam hal eksepsi hakim Pengadilan Agama ,Pameliasan dengan Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memegang pertimbangan yang sama.

Adapun pertimbangan dalam pokok perkara dalam Konpesi Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berbeda pendapat setelah memeriksa berita
acara dan pemeriksaan alat-alat bukti. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya membatalkan seluruh putusan dalam Konpensi Pengadilan

Agama Pamekasan schingga gugatan Penggugat ditolak.

** Berkas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 347/Pdt.G/2008/PTA.Sby.
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Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa
Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Alat bukti berupa dua
orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tidak dibenarkan oleh
hukum. Hal ini berdasarkan kepada berita acara sidang pada tanggal 04 Agustus
2008. Dalam berita acara tersebut diterangkan bahwa saksi I adalah Kakak
kandung Penggugat sedangkan saksi II adik Penggugat. kedua saksi tersebut
tidak diterima persaksiannya karena tergolong keluarga sedarah, sesuai dengan
ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga mengutip kitab A/-

Muhazzab Juz 11 halaman 320:

z

gang d ages i aas 250§ bg
Artinya: “ Maka jika tidak ada bukti maka gugatannya tidak didengar

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga membatalkan

putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam Rekonpensi.



BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
AGAMA SURABAYA YANG MEMBATALKAN PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG SENGKETA
HARTA BERSAMA

A. Analisis Terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim beserta Putusan

Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam
Sengketa Harta bersama.

Majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan memutuskan untuk
mengabulkan gugatan penggugat sebagian dalam gugatan pokok (Koupensi).'
Selanjutnya menyatakan obyek yang merupakan harta bersama hanya tiga obyek
sengketa dari enam obyek harta yang digugat oleh penggugat, yaitu: sebuah
rumah, sebuah dapur dan sebuah kilometer listrik.

Dasar hukum hakim dalam memutus untuk menolak sebagian gugatan
penggugat adalah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh hakim dalam
persidangan, sehingga hakim dapat menyimpulkan apakah dalil-dalil penggugat

terbukti atau tidak.

! Lihat Bab III Tentang Deskripsi Kasus Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama

Pamekasan, 58-59
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Obyek sengketa yang ditolak oleh hakim sebagai harta bersama adalah
berupa alat-alat rumah tangga berupa TV, dipan, almari, seekor sapi, dan kamar
mandi. Majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan menyatakan obyek alat-alat
rumah tanaga yang berupa TV, dipan, almari bukan lagi merupakan harta
bersama dikarenakan telah dijual oleh isteri untuk keperluan rumah tangga.
Berdasarkan fakta tersebut majelis menilai isteri telah melanggar ketentuan
Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual
atau memindahkan harta bersama’®

Berdasarkan pasal ini pihak yang menjual harta bersama wajib mengganti
sesuai dengan nilai materi yang dijualnya. Akan tetapi majelis hakim Pengadilan
Agama Pamekasan tidak menghukum isteri dengan menggantinya disebabkan
isteri menjualnya demi kebutuhan schari-schari dan biaya pengobatan anak.
Hasil penjualan berupa TV, dipan, almari majelis hakim mempertimbangkannya
sebagai pengganti atas tuntutan nafkah yang diminta oleh isteri.

Obyek harta bersama yang digugat oleh Penggugat seperti sapi dan kamar
mandi tidak dapat dibuktikan oleh penggugat, Berdasarkan pertimbangan ini
majelis hakim menolak gugatan pengguggat.

Tergugat dalam perkara ini mengajukan gugatan balik.(rekonpensi) adapun

gugatan Tergugat/Penggugat Rekonpensi adalah berupa tuntutan pembayaran

2 Citramediawacana, Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Cet. 1, 2008), 454
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nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak dipenuhi oleh Penggugat
/Tergugat Rekonpensi selama perceraian terjadi. Majelis hakim Pengadilan
Agama Pamekasan memutuskan untuk menolak gugatan rekonpensi tersebut
dikarenakan berdasarkan fakta yang diperoleh bahwa isteri/penggugat rekonpensi
sudah menikah lagi. Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi yang lebih berhak atas
pemeliharaan dan pendidikan anak.

Berbeda dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan,
majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan untuk menolak
seluruh gugatan konpensi penggugat dan membatalkan putusan Pengadilan
Agama Pamekasan Nomor: 139/Pdt.G/2008/PA. Pmk.

Majelis hakim menemukan fakta bahwa majelis hakim Pengadilan Agama
Pamekasan telah menerima kesaksian keluarga sedarah. Fakta tersebut
berdasarkan Berita Acara sidang tanggal 04 Agustus 2008.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan tersebut telah
menyalahi hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, karena bertentangan
dengan Pasal 145 ayat (1) HIR. yang berbunyi:?

Sebagai saksi tidak dapat didengar:

a) keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut
keturunan yang lurus.

b) Isteri atau suami dari salah satu pihak sekali pun sudah bercerai

3R Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasannya, ( Bogor: Politea, 1995), 105
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¢) Anak-anak dibawah umur,
d) Orang yang tidak waras atau gila meskipun terkadang ia mempunyai ingatan
terang

Fakta lain yang ditemukan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya adalah bahwa penggugat dalam proses pembuktian tidak memiliki alat
bukti lain selain kedua saksi yang merupakan saudara kandungnya sendiri.
Dengan demikian penggugat dianggap tidak dapat membuktikan seluruh dalil
gugatannya. Dasar hukum yang dipakai oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya adalah kitab A/-Muhadzzab halaman 320 yang berbunyi:

et 4153 A 4 & g o6
Artinya : “Maka jika tidak ada bukti maka gugatannya tidak didengar”

Ditolaknya gugatan penggugat dalam Konpesi (pokok perkara), maka
dengan sendirinya gugatan rekonpesi juga tidak dapat diterima. Berdasarkan
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1527 K/Sip/1976 tanggal 02-08-1977
yang menyatakan gugatan rekonpensi berkaitan erat dengan konpens:.

Selain dasar hukum di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya
juga mempunyai alasan lain dalam memutusu menolak gugatan rekonpensi yang
diajukan oleh Tergugat/Penggugat rekonpensi atau pihak isteri. Guéatan
rekonpensi yang diajukan oleh tergugat berupa biaya pemeliharaan anak dan

pendidikan anak, menurut majelis hakim tidak jelas. Gugatan tersebut tidak
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sedikitpun menjelaskan tentang penghasilan atau pekerjaan tergugat rekonpensi,
Sehingga tidak memenuhi persyaratan gugatan.

Ketentuan dalam undang-undang sendiri mensyaratkan bahwa kewajiban
memberi nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan yang diberi tanggung
jawab, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 yang berbunyi:*

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperiluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya™

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dan majelis hakim Pengadilan
Agama Pamekasan dalam perkara ini memiliki pendapat yang berbeda mengenai
sah atau tidaknya seorang saudara kandung atau keluarga sedarah menjadi saksi.

Setiap pendapat, tentunya memiliki dasar masing-masing. Jika ditinjau dari
perspekﬁf hukum positif maka dapat dipahami bahwa pendapat majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya lebih memiliki dasar hukum yaitu Pasal 145
HIR.

Dalam Pasal 145 HIR secara tegas disebutkan, saudara sedarah atau
keluarga sedarah tidak dapat didengar sebagai saksi. Ayat 2 Pasal 145 juga
menyatakan, saudara sedarah atau keluarga sedarah kesaksiannya tidak boleh

ditolak hanya dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaaan

* Citramediawacana, Undang-Undang Perkawinan, 16



81

menurut hukum perdata atau tentang suatu pekerjaan.’ Sengketa harta bersama
bukan perkara yang termasuk dalam pengecualian tersebut disebabkan sengketa
harta bersama merupakan sengketa fentang hak kepemilikan atas suatu benda.

Saudara sedarah atau keluarga sedarah dianggap tidak patut menjadi saksi
disebabkan mereka dianggap tidak dapat menjamin bahwa keterangan yang
mereka berikan tidak memihak siapapun. schingga keterangannya dengan
demikian tidak dapat dipercaya.

Pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan memang secara
jelas tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama.
Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sesuai dengan bunyi pasal 54
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu: hukum acara yang berlaku pada
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata
yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang
telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang inj.

Oleh karena hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum
salah satunya adalah HIR®, maka keputusan majelis hakim Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya yang melandaskan putusannya kepada HIR sudah tepat.

3 R. Soesilo, RIB/HIR dengan Penjelasannya, 105

® Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Peradata di Lingkungan Peradilan Agams, (Jakarta:
Kencana, 2008), 7
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B. Analisis Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan oleh
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Perkara Tentang Sengketa Harta
Bersama.

Sub bahasan ini menganalisis pertimbangan dan putusan majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya seperti diuraikan di atas. Menurut perspektif
ilmu hukum yaitu pembuktian dalam hukum acara perdata.

Menurut hukum acara perdata dalam proses persidangan di pengadilan,
hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah, yang diatur oleh undang-undang.
Hal ini menunjukkan bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan
berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang.’

Teori ini berlaku bagi majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan
majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dalam memproses perkara ini
telah mejadikan undang-undang sebagai dasar analisanya dalam memutuskan.

Pasal yang dijadikan dasar oleh majelis hakim yaitu Pasal 145 HIR ayat 1:
Sebagai saksi tidak dapat didengar:

a) keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut
keturunan yang lurus.
b) Isteri atau suami dari salah satu pihak sekali pun sudah bercerai

¢) Anak-anak dibawah umur,

7 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesis, (Bandung: Alumni, 1991), 133
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keluarga pada undang-undang tersebut hanya dalam masalah perceraian dengan
alasan syigaq.

Alasan lain majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan yaitu bahwa
masalah keluarga lazimnya orang lain tidak banyak yang mengetahui. Termasuk
di dalamnya masalah harta bersama yang diperoleh pasangan suami-isteri,
tentunya yang banyak tahu adalah keluarga terdekatnya. Alasan ini sudah tentu
bisa diterima secara logis. oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim
Pengadilan Agama Pamekasan untuk menerima kesaksian saudara kandung
penggugat bisa dibenarkan berdasarkan alasan ini.’

Pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengenai
kedudukan saksi saudara kandung atau saudara sedarah dalam perkara sengketa
harta bersama tidak bisa diterima discbabkan harta bersama sudah termasuk
masalah kebendaan bukan masalah perkawinan.'®

Hakim dalam menilai suatu alat bukti dari segi normatif terikat dengan
undang —undang. Akan tetapi, pada umumnya sepanjang undang-undang tidak
mengatur, maka hakim bebas menilai pembuktian itu. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 165 HIR dan 285 R.Bg, dimana dikemukakan bahwa hakim
terikat dengan penilaiannya dalam menilai alat bukti. Hakim juga berhak untuk

tidak mempercayai keterangan saksi-saksi jika ia menganggap bahwa

S Ibid

1 Bapak Drs. H. Bambang Ali Muhajir , Wawancara , Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Tanggal 10 Juni 2010.
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keterangan-keterangan persaksian tersebut tidak relevan atau kurang
menyakinkan dirinya. Hakim bebas menilai kesaksian, hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg."

Berdasarkan teori ini, dapat dipahami bahwa pertimbangan majelis hakim
Pengadilan Agama Pamekasan tersebut lebih mengendepankan materill daripada
formilnya, sedangkan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya lebih
memperhatikan aspek hukum formillnya.

Mengenai pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan
mengenai persaksian yang diberikan oleh dua orang saksi penggugat yaitu
menerima persaksiannya meskipun para saksi adalah kakak kandung dan adik
kandung. Kesaksian yang bersifat keterangan dari kedua saksi, hakim
menolaknya karena kesaksian tersebut hanya didengar dari orang lain dalam
istilah ilmu hukum disebut dengan Testimonium de auditum. Pendapat Majelis
tersebut telah sesuai dengan hukum acara perdata.

Keterangan saksi yang dikemukakan secara lisan dan secara pribadi kepada
majelis hakim dalam persidangan hendaknya menggambarkan pengalaman atas
apa yang disaksikan dan dialami sendiri oleh saksi tersebut dengan menyebut
alasan sampai ia mengetahui dengan benar peristiwa tersebut. Keterangan yang
didapatkan atas kesimpulan saksi tidaklah dapat diterima sebagai persaksian

yang bernilai pembuktian, demikian juga keterangan yang didapat dari orang lain

"' Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, Cet.I,
1988), 236
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atau keterangan yang bersifat festimonium de auditu bukanlah kesaksian

berdasarkan ketentuan Pasal 1907 B.W., dan Pasal 171 H.I.R/308 R.Bg."?

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama
Pamekasan Oleh Pengadilan Tigggi Agama Surabaya dalam Sengketa Harta
Bersama

Permasalahan pokok yang menyebabkan putusan Pengadilan Agama
Pamekasan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama adalah pertimbangan
majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan dianggap keliru karena telah
menerima persaksian saksi saudara kandung dari penggugat dimana bertentangan
dengan hukum acara perdata yaitu Pasal 145 HIR. Dalam pembahasan ini
permasalahan tersebut akan dianalisis dengan perspektif Hukum Islam.

Pembuktian dengan alat bukti saksi dalam hukum acara Islam juga ada
syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjadi
saksi. Menurut Ibnu Rusyd, Hukum Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang
sifat-sifat saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan majelis
hakim. Secara garis besar dapat dikategorikan menjadi lima sifat saksi yang

harus dipegangi oleh hakim dalam memeriksa kesaksiannya yaitu; adil, dewasa,

12 Adapun bunyi Pasal 1907 B.W. adalah: “tiap tiap kesaksian harus disertai dengan, alasan-
alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan. Pendapat-pendapat maupun perkiraan
khusus, yang diperoleh dengan jalan pikiran, bukanlah kesaksian. Pasal 171 H.LR berbunyi: Tiap-tiap
kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan.
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Islam, merdeka, dan bukan budak, mempunyai i’tikad baik dalam memberikan
kesaksiannya di dalam persidangan.'®

Mengenai keterangan saksi yang diragukan iktikad baiknya karena ada
unsur kecintaan (senang) kepada orang yang disaksikannya, para ahli hukum
Islam sepakat untuk menerima keterangan dari saksi tersebut. Akan tetapi para
ahli Hukum Islam masih berbeda pendapat dalam hal seseorang yang adil dan
diragukan iktikad baiknya karena ada unsur kecintaan dan kebendaan yang
disebabkan permusuhan duniawi seperti masalah harta. Sebagian ahli Hukum
Islam menolak kesaksian yang demikian itu, tetapi sebagian ahli hukum Islam
yang lain dalam beberapa perkara tertentu dapat menerima persaksian itu.

Hal-hal yang disepakati adalah menolak kesaksian anak terhadap ayahnya
begitu juga sebaliknya, sedangkan yang diperselisihkan adalah persaksian suami
kepada isterinya demikian juga sebaliknya. Imam Malik menolak persaksian
seorang suami kepada isteri, juga sebaliknya. Sedangkan pendapat yang
menerima kesaksian suami terhadap isterinya tetapi tidak sebaliknya dipegang
oleh Ibnu Abi Laila dan didukung oleh Imam An Nukha’i seperti yang dikutip
oleh Ibn Rusyd."

Begitu juga persoalan persaksian sescorang terhadap saudaranya, fugaha

sendiri sepakat bahwa tidak diragukan i’tikad baik seseorang yang memberi

" Ibnu Rusyd, Biddyatul Mujtahid wa Nihiyatul Mugtasid, (Dar Thya’u al-Kutub al-Arabiyah,
Juz 10, tt), 346

“ pid,
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kesaksian terhadap saudaranya selama tidak bermaksud menolak cela dirinya,
sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik, selama ia tidak bermaksud merayu
saudaranya dalam rangka memperoleh kebaikan hubungannya. Akan tetapi,
menurut al-Auza’i, kesaksian seseorang terhadap saudaranya tidak boleh.'®

Pendapat para ulama di atas jika dihubungkan dengan putusan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya yang menolak kesaksian saudara kandung penggugat
sehingga semua gugatan penggugat ditolak dan putusan Pengadilan Agama
Pamekasan dibatalkan hampir sama dengan pendapat ulama yang menolak
kesaksian seseorang terhadap saudaranya.

Berpegangan pada pendapat yang menerima persaksian seseorang terhadap
saudaranya selama tidak bermaksud meraih simpati dari saudaranya tersebut dan
tidak mengharap imbalan. Pada persidangan sendiri dapat diketahui apakah
persaksian yang diberikan oleh saksi saudara tersebut mengandung unsur i’tikad
tidak baik atau tidak. Hakim sendiri yang berperan penting dalam menilai hal
tersebut. Oleh karena itu, dapat dipahami pendapat majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya yang menolak seluruh gugatan hanya dikarenakan saksi
penggugat merupakan saudara kandungnya sendiri kurang tepat.

Seperti pendapat hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang menyatakan

bahwa masalah sengketa harta bersama merupakan masalah keluarga sehingga

5 Ibid, 347
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kemungkinan orang-orang terdekatnya dianggap yang lebih mengetahui, dalam
hal ini tentunya pihak keluarga sendiri.

Dalam Al-Qur'an dan al-Hadist sendiri tidak dijelaskan mengenai
ketentuan-ketentuan hukum acara khususnya mengenai masalah saksi yang
masih memiliki hubungan darah atau keluarga.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Tholaq Ayat 2 sebagai berikut:

W o3l By s 66 0 4 g 1805 ) S8 248 KL g gt i3y
b O gk i g g

Artinya....... “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara
kamu dan hendaklah kamu tcgakkan kesaksian itu karena Allah.

Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada

Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia
akan Membukakan jalan kelusr baginya .'®

Al-Qur’an surat an-Nisa, ayat 135:

8T
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah ksmu penegak keadilan,
menjadi saksi karena Allalh, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu

bapak dan kaum kerabatmu.’”

Ayat di atas memberikan penjelasan umum bahwa saksi dalam ayat

tersebut, tidak disebutkan persyaratannya secara khusus. Sifat saksi yang

¢ Departemen Agama RI, A/-Qur'an dan Tegjemahannys, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002),
559

' Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannys, 101
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disyaratkan pada ayat tersebut hanya bersifat umum yaitu adil. Tidak terdapat
larangan bagi seorang saudara atau ibu maupun bapak untuk menjadi saksi.
Persaksian saudara kandung atau keluarga dibolehkan menurut hukum
acara peradilan Islam. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi Agama kurang
tepat jika dasar hukum yang dipakai adalah hukum Islam. Seharusnya Pengadilan

Tinggi Agama menguatkan putusan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan dan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang sejalan dengan rumusan masalah, maka

dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya dalam memutuskan perkara gugatan pembagian
harta bersama dalam perkara Nomor 139/Pdt.G/2008/PA.Pmk. dan Perkara
Nomor 347/2008/PTA.Sby sangat tergantung kepada proses pembuktiannya.
Masalah harta bersama merupakan masalah yang menyangkut hak kebendaan
bukan masalah perkawinan seperti perceraian. Undang-undang yang menjadi
dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama Pamekasan adalah Pasal 163
HIR/183 RBg. Sedangkan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis
hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah fakta yang diperoleh dari
berita acara persidangan di Pengadilan Agama Pamekasan.

2. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan
Agama Pamekasan disebabkan, saksi yang dihadirkan oleh penggugat adalah

saudara kandung atau saudara sedarah. Pertimbangan Majelis hakim tingkat

91
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pertama dianggap tidak tepat dalam hal menerima kesaksian saksi yang
merupakan saudara sedarah atau kandung Penggugat sendiri sehingga
bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 145 HIR.

3. Pembatalan putusan Pengadilan Agama Pamekasan oleh Pengadilan tinggi
Agama Surabaya tersebut jika ditinjau dari hukum acara Peradilan Islam
mengenai persaksian dapat disimpulkan kurang tepat. Persaksian seorang
saudara sedarah atau keluarga dalam hukum Islam itu diperbolehkan asalkan
bersifat adil. Pada dasaranya sifat adil disini bersifat kebenaran materil
sedangkan dalam hukum acara perdata kebenaran yang dicari oleh seorang
hakim adalah kebenaran Formil. Namun, apabila dalam hukum acara perdata
kebenaran materill juga sangat diperhatikan tentunya lebih mendekati kepada
keadilan itu sendiri.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan adapun saran konstruktif yang
hendak disampaikan antara lain sebagai berikut;

Dalam memutus suatu perkara, hendaknya para hakim di Pengadilan
Agama lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum. Ketika perkara yang
disengketakan terdapat ketentuannya dalam perundang-undangan atau hukum
positif, maka lebih baik mengutamakan aturan yang terdapat dalam perundang-
undangan. Namun, lebih baik juga para hakim di Pengadilan Agama menjadikan

Hukum Islam sebagai rujukan sehingga Pengadilan Agama dalam prakteknya
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diharapkan benar-benar merupakan peradilan bagi umat Islam yang mencari
keadilan. Hakim juga dituntut untuk sangat berhati-hati dalam menerapkan
hukum acara dengan benar, karena sedikit saja hakim mengabaikan hukum
formil, maka akan berakibat fatal yang menyebabkan gugatan tidak dapat
diterima. Namun, kebenaran hukum materiil seharusnya lebih dipentingkan
daripada tuntutan terpenuhinya hukum formil dalam suatu perkara.

Untuk para pihak yang berperkara hendaklah mempersiapkan lebih dalam
dalam hal mengajukan gugatannya serta jawabannya bagi tergugat. Sehingga
diharapkan tidak terjadi rasa tidak puas terhadap putusan peradilan disebabkan

hal-hal yang dianggap remeh sebenarnya sangat urgent.
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